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ANALISIS POTENSI, UPAYA PAJAK, EFISIENSI, EFEKTIVITAS 
DAN ELASTISITAS PAJAK HOTEL 




 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan Potensi, Upaya Pajak, 
Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Pajak Hotel 
merupakan salah satu komponen dari Pajak Daerah  yang kontribusinya juga mempengaruhi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 Data yang dipergunakan adalah data tahun 2003 - 2008 setelah pelaksanaan Otonomi 
Daerah di era reformasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini 
seperti dengan pegawai hotel, petugas pungut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD) dan Pejabat bagian Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Klaten. Data 
sekunder diambil dari data resmi DPPKAD Kab. Klaten, BPS dan Dinas Pariwisata yang 
meliputi data target dan realisasi Pajak Hotel, Pajak Daerah, PDRB dan  jumlah Hotel.  
Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Potensi  Pajak Hotel Kabupaten 
Klaten tahun 2003-2008  rata-rata sebesar Rp.250.514.310,-. Sedang realisasi penerimaan 
Pajak Hotel di tahun yang sama sebesar Rp.90.803.731,-atau hanya 36,27% dari potensi. 
Perhitungan Upaya Pajak yang merupakan Rasio antara penerimaan Pajak Hotel dengan 
PDRB sebesar 0,00136%. Efisiensi yang menunjukkan  rasio antara  biaya pungut dengan 
realisasi penerimaan rata-rata sebesar 7,67%. Efektivitas pemungutan Pajak Hotel dilihat dari 
rasio antara realisasi dengan target rata–rata sebesar  99,6%, sedangkan dilihat dari 
perbandingan antara realisasi pajak dengan potensi rata-rata sebesar 36,27%, elastisitas pajak 
hotel sebesar 1,24 atau lebih besar dari 1 sehingga elastis. Hasil perhitungan tren 
menunjukkan arah positip sehingga ada kecenderungan peningkatan Pajak Hotel dimasa 
mendatang. 
Pemerintah Kabupaten Klaten perlu mengambil kebijakan dan tindakan untuk 
meningkatkan Pajak Hotel diantaranya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi 
Pajak Hotel, menyederhanakan aturan pemungutan pajak serta memberikan tindakan yang 
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ANALYSIS OF POTENCY, TAX EFFORT, EFFICIENCY, EFFECTIVENESS 
AND ELASTICITY OF HOTEL TAX  





  This research aims to analyze performance of Potency, Tax effort, Efficiency, 
Effectiveness and Elasticity of Hotel Tax at Klaten Regency. Hotel Tax is one of element 
Regency Local Tax at Klaten which its have contribution to Local Revenue (PAD). 
 This research using time series data of 2003 to 2008 periods after regional autonomy 
implementation in reform period. The data used in  this research are primary and secondary 
data. The Primary data were obtained from direct interviews with the stakeholder of Hotel 
Tax like hotel officers, collect officers and chief officer of Departement of Local 
Revenue,Finance Management and Local Asset  (DPPKAD) of Klaten. The Secondary data 
were obtained from formal data Departement of Local Revenue, Finance Management and 
Local Asset (DPPKAD). Its consist  of target and realization Hotel Tax, Regency Local Tax, 
Product Domestic Regional Bruto (PDRB) and numbers of hotel. 
The result of research shows that: Hotel Tax potency at Klaten Regency of  2003 to 
2008 periods is average  250.514.310 IDR. The Realization of Hotel Tax revenue in the same 
year is 90. 803.731 IDR or only 36,27% from potency. The Calculation of Tax Effort which 
its ratio between  Hotel Tax realization to Product Domestic Regional Bruto (PDRB) is 
0,00136%. Efficiency is ratio between collecting cost to Hotel Tax realization avarege 7,67%. 
Effectiveness of collecting Hotel Tax is seen from ratio between Hotel Tax realization to 
target average 99,6%, while its seen from comparation between Hotel Tax realization to 
potency is 36,27%. The Elasticity of Hotel Tax is 1,24 or more than 1 so that is elastic and 
the result of Trend Analysis show it tends positively and increasing in future periods. 
 Some efforts should be taken by The Regency Government of Klaten to increase 
Hotel Tax Revenue including : extend tax payer, collects tax intensively, simplification of tax 
regulation and implementation of regulation firmly. 
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A. Latar Belakang 
 Pemerintah pada hakekatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu : (i) fungsi distribusi, 
(ii) fungsi stabilisasi, (iii) fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi umumnya lebih 
efisien dan lebih tepat dilaksananakan oleh  pemerintah pusat karena berkaitan dengan 
kesiapan sumber daya, prasarana dan pertimbangan luas wilayah Indonesia. Fungsi alokasi 
lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah lebih mengetahui 
kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang hubungan 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan 
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 
pengalokasian dana perimbangan kepada daerah dan pemberian pinjaman  atau hibah kepada 
daerah. 
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, 
keamanan, yustisi, moneter, fiskal serta agama. Sedang dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) 
disebutkan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi 
dan kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi : (i) pendidikan (ii) 
kesehatan (iii) lingkungan hidup  (iv) pekerjaan umum  (v) penataan ruang  (vi) perencanaan 
pembangunan (vii) perumahan  (viii) kepemudaan dan olah raga (ix) penanaman modal (x) 
koperasi usaha kecil dan menengah (xi) kependudukan dan catatan sipil (xii) ketenagakerjaan 
xix 
 
(xiii) ketahanan pangan (xiv) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (xv) keluarga 
berencana dan keluarga sejahtera (xvi) perhubungan (xvii) komunikasi dan informatika 
(xviii) pertanahan (xix) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (xx) otonomi daerah, 
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan 
persandian (xxi) pemberdayaan masyarakat dan desa (xxii) sosial (xxiii) kebudayaan (xxiv) 
statistik (xxv) kearsipan  (xxvi) perpustakaan. 
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan 
dasar pelaksanaan otonomi kepada daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam 
wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu syarat yang diperlukan 
untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber 
pendapatan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana 
undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan 
daerah menjadi  lebih otonom dan mandiri. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah 
daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan menjadi semakin 
luas, termasuk di dalamnya upaya-upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi 
daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber 
pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat di daerah.  
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur 
kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Tingkat Kemandirian Keuangan suatu daerah 
dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Daerah  
xx 
 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi proporsi PAD 
terhadap Penerimaan  Daerah dalam APBD, semakin baik tingkat kemandirian keuangannya 
dan semakin besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan. Klaten merupakan kabupaten yang mempunyai 
Indeks Kapasitas Fiskal dengan katagori Rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 73/PMK/02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Hibah, ada 4 (empat) katagori Indeks 
Kapasitas Fiskal : (i) indeks ≥ 2 berarti sangat Tinggi   (ii) 1 < indeks < 2 berarti Tinggi  (iii) 
0,5 < indeks < 1 berarti Sedang     (iv) indeks ≤ 0,5 berarti Rendah.  Adapun Rumus 
Kapasitas Fiskal adalah : 
KF :  ……………………… ...    (1.1) 
keterangan :  
KF : Kapasitas Fiskal  LP : Lain-lain Pendapatan yang sah 
PAD : Pendapatan Asli Daerah  BP : belanja Pegawai 
DAU : Dana Alokasi Umum 
DBH : Dana Bagi Hasil 
 Perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal daerah kabupaten/kota dilakukan dengan 
menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata 
kapasitas fiskal seluruh daerah kabupaten/kota di suatu provinsi. Kabupaten Klaten 
mempunyai Indeks Kapasitas Fiskal : 0,1122 yang masuk katagori Rendah  
 Realisasi Penerimaan Daerah dalam APBD untuk tahun 2008 sebesar 
Rp.979.888.318.298,- namun sebagian besar sumber penerimaan tersebut berasal dari Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), artinya penerimaan daerah 
Kabupaten Klaten  masih mengandalkan  dana transfer khususnya dana perimbangan  dari 
pemerintah pusat. Tingkat kemandirian Kabupaten Klaten  selama periode tahun 2003-2008 
xxi 
 
ditunjukkan dengan besarnya kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD 
pada tabel 1.1 berikut. 
Tabel 1.1 Kontribusi    PAD    terhadap    Penerimaan Daerah dalam APBD    










(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2003 22.277.799.164,- 511.733.557.642,- 4,35 
2 2004 27.078.142.930,- 501.926.621.717,- 5,39 
3 2005 33.549.822.148,- 534.080.227.247,- 6,28 
4 2006 39.493.727.943,- 765.025.526.210,- 5,16 
5 2007 52.110.860.092,- 881.645.647.780,- 5,91 
6 2008 53.264.339.309,- 979.888.318.298,- 5,43 
Rata-rata 37.962.448.598,- 695.716.649.816,- 5,42 
 
Sumber :  DPPKAD Kab. Klaten,  Buku  Perhitungan  APBD  beberapa  tahun   terbitan   
(data diolah)i 
     
 Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten 
Klaten selama tahun 2003 - 2008 yaitu 5,42%. Kemampuan keuangan tertinggi terjadi pada 
tahun 2005 yaitu sebesar 6,28% dan terendah 2002 sebesar 4,35%. Hal ini menunjukkan 
bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki tingkat kemampuan keuangan yang rendah 
dan mempunyai  ketergantungan yang tinggi kepada sumber dana yang berasal dari 
pemerintah pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
untuk membiayai pembangunan di daerah. Pendapatan asli Daerah (PAD)  sebesar 20% 
merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah, jika PAD kurang dari angka 
20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri 
(Mohammad Riduansyah, 2003: 50). Untuk itu perlu penggalian  sumber dana dari daerah sendiri 
yang salah satunya dari pajak daerah. 
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 Pajak Daerah yang potensi pemungutannya masih bisa dikembangkan (potensial) di 
Kabupaten Klaten  adalah Pajak Hotel. Kabupaten  Klaten yang berada di antara Kota Jogja 
dan Solo akan terus berkembang dan bisnis hotel di Klaten juga akan ikut tumbuh  mengikuti 
perkembangan kawasan tersebut. Taman Wisata Candi Prambanan yang merupakan daerah 
tujuan wisata juga berpengaruh dalam  meningkatkan  jumlah hotel di Klaten. Sesuai dengan 
data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten tahun 2008, jumlah hotel di Kabupaten Klaten 
sebanyak 39 hotel dan sekitar  56%  berada disekitar Taman Wisata Candi Prambanan sedang 
sisanya berada di Kecamatan Klaten Kota, Delanggu dan Ceper. Perkembangan jumlah hotel 
di Kabupaten Klaten belum diimbangi dengan kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap 
Pajak Daerah. Ini dapat dilihat dalam tabel 1.2 di bawah ini. 
Tabel 1.2 Kontribusi    Pajak Hotel  dan Pajak Daerah lainnya  Kab.Klaten tahun 
2008 
 
No Jenis Pajak 




(1) (2) (3) (4) 
1 Pajak Rumah Makan 177.343.862,- 0,98 
2 Pajak Hotel 127.591.750,- 0,70 
3 Pajak Galian Gol C 1.027.298.745,- 5,70 
4 Pajak Parkir 92.111.001,- 0,51 
5 Pajak Reklame 1.124.590.546,- 6,24 
6 Pajak Hiburan 679.721.263,- 3,77 
7 Pajak Penerangan Jalan 14.798.651.965,- 82,10 
Jumlah Total 18.027.307.132,- 100 
 
Sumber : DPPKAD Kab. Klaten, Buku Perhitungan APBD beberapa tahun terbitan (data diolah)ii 
 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel hanya 0,70% terhadap Pajak 
Daerah dan hanya lebih baik dibandingkan Pajak Parkir sebesar 0,51%. Sedang Kontribusi 
pajak terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan Umum(PPJU) sebesar 82,10% yang diikuti oleh 
Pajak Reklame sebesar 6,24%. 
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Jumlah hotel di Kabupaten Klaten terus bertambah, sedang realisasi penerimaan 
Pajak Hotel serta kontribusinya terhadap pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD tahun 
2003-2008 dapat dilihat pada tabel 1.3 
Tabel  1.3 Kontribusi  Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli 


















(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
2003 57.733.350,- 8.605.562.041,- 22.277.799.164,- 0,67 0,25 
2004 81.350.100,- 10.291.535.387,- 27.078.142.930,- 0,79 0,30 
2005 97.400.548,- 9.732.205.843,- 33.549.822.148,- 1,00 0,29 
2006 69.297.405,- 13.052.631.723,- 39.493.727.943,- 0,53 0,17 
2007 111.449.235,- 14.638.314.886,- 52.110.860.092,- 0,76 0,21 
2008 127.591.750,- 18.027.307.132,- 53.264.339.309,- 0,70 0,23 
Rata-rata    90.803.731,- 12.391.259.502,- 37.962.448.598,- 0,74 0,24 
 
Sumber : DPPKAD  Kab.  Klaten,  Buku  Perhitungan APBD beberapa tahun terbitan (data 
diolah) 
 
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel selama kurun waktu 2003 
sampai dengan tahun 2008 cenderung terus meningkat  yakni  tahun anggaran 2003 sebesar 
Rp.57.733.350,- dan tahun 2008 sebesar Rp.127.591.750,-  hanya tahun 2006 saja Pajak Hotel 
turun 28,8% atau menjadi Rp.69.297.405,-  dibanding tahun anggaran 2005 yang sebesar 
Rp.97.400.548,-. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah selama kurun waktu 2003 
sampai dengan tahun 2008 cenderung naik turun dan masih kecil sekali dibawah 1% atau 
rata-rata hanya 0,74% dengan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 1,00% tapi 
ini bukan karena pencapaian Pajak Hotel yang meningkat tajam tapi karena penurunan Pajak 
Daerah sendiri. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 
2006 yang hanya sebesar 0,53%.  Kontribusi Pajak Hotel  terhadap PAD  pada periode yang 
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sama rata-rata sebesar 0,24% dengan kontribusi tertinggi terjadi tahun 2004 sebesar 0,30% 
dan terendah tahun 2006 sebesar 0,17%.  Pencapaian target Pajak Hotel di Kabupaten Klaten 
selama periode tahun 2003 sampai tahun 2008 ditunjukkan pada Tabel 1.4 berikut: 
Tabel 1.4 Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Hotel  Kab.  Klaten  








(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2003 57.000.000,- 57.733.350,- 101,3 
2 2004 65.000.000,- 81.350.100,- 125,2 
3 2005 125.000.000,- 97.400.548,- 77,9 
4 2006 100.000.000,- 69.297.405,- 69,3 
5 2007 100.000.000,- 111.449.235,- 111,4 
6 2008 100.000.000,- 127.591.750,- 127,6 
Rata-rata 91.166.667,- 90.803.731,- 99,6 
 
Sumber : DPPKAD Kab. Klaten, Buku Perhitungan APBD  beberapa  tahun  terbitan 
(data diolah) 
 
 Data Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian target Pajak Hotel selama 
periode pengamatan cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 99,6%, pencapaian tertinggi pada 
tahun 2008 sebesar 127,6% dan terendah di tahun 2006  sebesar 69,3%.   
Tabel-tabel di atas menujukkan bahwa kontribusi PAD tehadap APBD masih kecil,  
kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah  dan PAD juga kecil  sedang realisasi Pajak 
Hotel terhadap target yang ditetapkan sudah baik tapi namun perlu analisis lebih lanjut 
tentang pencapaian target tersebut karena selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2006 
sampai tahun 2008 target pajak tidak dinaikkan. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas beberapa permasalahan yang akan di teliti adalah: 
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1. Apakah penetapan target Pajak Hotel di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan potensi 
yang ada selama periode anggaran tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. 
2. Seberapa besar tingkat Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas pemungutan 
Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. 
3. Bagaimanakah tren penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Klaten tahun 2009 sampai 
dengan 2015. 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui Potensi Pajak Hotel  di Kabupaten Klaten  
b. Untuk mengetahui Upaya Pajak (tax effort), Efisiensi, Efektifitas, dan 
Elastisitas penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Klaten tahun 2003 -2008 
c. Untuk mengetahui Tren penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Klaten tahun 
2009 sampai dengan 2015 
 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang gambaran Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Klaten Khususnya Pajak Hotel dari tahun 2003-2008. 
b. Sebagai informasi atau masukan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam 
kaitannya dengan kebijakan Pajak Hotel di masa yang akan datang, terutama 
dalam penetapan target penerimaannya sehingga Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dapat ditingkatkan guna mendukung pembiayaan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
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c. Menjadi bahan kajian atau referensi bagi Pemerintah Kabupaten Klaten 
terutama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD)  dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 




















A. Tinjauan  Teori 
1. Tujuan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
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Desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan alat dan sarana untuk 
membangun demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang baik.  Adapun tujuan 
utama adanya desentralisasi dan otonomi daerah adalah (Keraf (2002) dalam Abdul 
Halim, 2007: 205) Pertama  untuk memperlancar dan memaksimalkan pelayanan 
publik demi menjamin kepentingan masyarakat yang lebih baik. Kedua demi 
menjamin demokrasi dalam hal memaksimalkan partisipasi publik dalam setiap 
jenjang pengambil keputusan dan kebijakan publik dan memungkinkan kontrol serta 
pertanggungjawaban yang lebih baik. Ketiga mengakomodasikan aspirasi dan 
kepentingan rakyat setempat. Keempat untuk membuka peluang bagi jaminan 
kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Kelima pemangkasan rentang 
birokrasi dan mengurangi peluang korupsi. Konsekuensi dari otonomi daerah,  
pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam menyelenggarakan 
pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam 
membiayai program-program pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah daerah 
Kabupaten/kota dituntut meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, 
menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri dengan 
potensi yang dimiliki. 
Dalam Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber penerimaan 
daerah meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah meliputi : (i) 
Pendapatan Asli Daerah (ii) Dana Perimbangan (iii) Lain-lain Pendapatan. Sedang 
Pembiayaan bersumber dari : (i) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah (ii) 
Penerimaan Pinjaman Daerah (iii) Dana Cadangan Daerah (iv)  Hasil Penjualan 
kekayaan daerah yang dipisahkan 
2. Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 
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 Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa 
Pendapatan Daerah adalah Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Dalam Pasal 5 ayat (2)  
dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 juga dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah 
bersumber pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain 
pendapatan. 
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh daerah 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sumber-sumber PAD menurut Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004  
terdiri dari Pajak Daerah, Restribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan dan 
diperluas pemungutannya mengingat dimasa yang akan datang fungsi PAD akan lebih 
dominan dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat (DAK dan DAU) dalam 
pembangunan daerah. Menurut Koswara (2000: 34) ciri utama yang menunjukkan 
suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, 
artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali 
sumber-sumber keuangan sendiri sedang ketergantungan dengan pemerintah pusat 
harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar 
yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasarat 
mendasar Sistem Pemerintahan Daerah. Menurut Mardiasmo  (2001: 12) rendahnya 
kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang daerah selama 
ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan yang disebabkan 
oleh batasan hukum. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli 
Daerah (Santosa, 1995: 24) yaitu: 
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a. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten / kota yang besar tapi digali oleh 
instansi yang lebih tinggi. 
b. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemda. 
c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. 
d. Adanya kebocoran-kebocoran. 
e. Adanya biaya pungut yang masih tinggi. 
f. Banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan disempurnakan. 
g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah. 
h. Perhitungan potensi tidak dilakukan.   
3. Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah. 
   Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi 
berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah yang dimaksud Pajak Daerah-yang selanjutnya disebut pajak- adalah 
iuran wajib yang dilakukan orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 
yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
daerah untuk pembangunan daerah. Menurut pendapat lain pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1995 dalam 
Nurlan Darise, 2006: 44). Dari definisikan pajak tersebut dapat disimpulkan pajak 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Iuran dari pajak kepada Negara yang berhak memungut pajak adalah Negara. 
Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
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b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan 
undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal/kontra prestasi dari negara yang selalu langsung ditunjuk. 
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi 
individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Dari sisi makro, pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah  untuk 
mengatur kondisi perekonomiannya. Dengan kata lain pajak sebagai alat kebijakan 
fiskal pemerintah dalam perekonomian. Sehingga  pajak disini mempunyai 2 fungsi  
(Mardiasmo, 2001: 2) yaitu: 
a. Fungsi Anggaran (Budgeter) yaitu pajak merupakan suatu alat untuk yang dapat 
dipergunakan untuk memasukkan uang kedalam kas negara/daerah sesuai 
dengan waktunya dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah 
pusat/daerah 
b. Fungsi Mengatur (Regulated) yaitu pajak sebagai alat untuk 
mengatur/melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat/daerah untuk mencapai 
tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi 
pembiayaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk 
meningkatkan penerimaannya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 
pemungutannya. Keberhasilan dalam  pemungutan pajak ditentukan oleh faktor 
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan faktor kemampuan aparat dalam 
melaksanakan tugasnya di lapangan. 
4. Perbedaan Pajak dan Retribusi. 
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Ada beberapa perbedaan pajak dan retribusi (Suparmoko, 2002: 12)  yaitu, 
pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban 
hukum (berdasarkan pengesahan badan legislatif) tanpa pertimbangan apakah secara 
pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai. 
Retribusi di bayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan 
biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh/sebagian dari biaya pelayanannya. Dari 
uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan 
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terdapat kontraprestasi langsung yang 
dapat di tunjuk di samping itu terdapat unsur paksaan yang bersifat yuridis yang 
maksudnya akan membawa akibat hukum, bagi pelanggarnya. Pada retribusi terdapat 
adanya kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk dan unsur paksaan lebih bersifat 
ekonomis sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan 
untuk membayarnya. 
5. Syarat Pemungutan Pajak Daerah. 
Menurut Nurlan Darise (2006: 45-6) pemungutan pajak harus memenuhi 
beberapa syarat, diantaranya : 
 
 
a. Syarat Keadilan 
 Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan 
undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam 
perundang-undangan artinya mengenakan pajak secara umum dan merata serta 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil 
dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib 
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pajak untuk mengajukan keberatan,penundaan dalam pembayaran dan 
mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan pajak 
b. Syarat Yuridis 
Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini member 
jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. 
c. Syarat Ekonomis 
Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada 
kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian 
masyarakat. 
d. Syarat Finansial 
Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter,artinya 
biaya pemungutan harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil 
pemungutannya. 
e. Syarat Sederhana 
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
 Ada beberapa kriteria lain dalam pemungutan pajak daerah (Raksaka 
Mahi, 2005: 43-4) yaitu: 
a. Kecukupan dan Elastisitas 
Dalam kaitan dengan kecukupan, penerimaan suatu pajak harus menghasilkan 
penerimaan yang cukup besar  sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian 
atau keseluruhan biaya pelayanan yang dikeluarkan. Secara tidak langsung dapat 
dikatakan biaya pungut harus dapat ditutup dari hasil pungut dan selisihnya 
dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran publik.  Ada 2 (dua) hal 
penting yang bisa yang menjadi syarat elastisitas. Pertama terdapatnya 
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pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri(basis pajak). Kedua 
kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut. Sebagai 
contoh, jika jumlah hotel meningkat, maka sudah selayaknya Pajak hotel juga 
naik. Namun demikian kenaikan itu tidak akan terasa apabila sistem perpajakan 
tidak dapat mengambil manfaat dari adanya peningkatan jumlah hotel tersebut 
b. Pemerataan 
Pemerataan mempunyai arti bahwa beban pengeluaran pemerintah daerah 
haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan 
kekayaan dan kesanggupannya. Ada 3 (tiga) dimensi pemerataan, yaitu; (i) 
Pemerataan vertikal yang menghasilkan pajak progresif. (ii) Pemerataan 
horizontal, (iii) Pemerataan geografis, artinya orang tidak seharusnya membayar 
beban pajak lebih hanya karena tinggal di daerah tertentu 
c. Kelayakan Administrasi 
Kelayakan administrasi bermakna bahwa berbagai jenis pajak di daerah berbeda 
baik dalam jumlah maupun keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. 
Ada pajak tertentu yang memiliki tingkat kesulitan dalam menghitungnya, 
namun ada jenis pajak yang mudah dihitung. 
d. Kesepakatan politis 
Keputusan pembebanan pajak sangat tergantung kepekaan masyarakat, 
pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan nilai – nilai yang berlaku 
dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan bersama dalam 
pengambilan keputusan perpajakan. 
e. Menghindari distorsi terhadap perekonomian 
Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan beban baik bagi 
konsumen maupun produsen. Sehingga jangan sampai suatu pajak akan 
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menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga akan merugikan 
masyarakat secara menyeluruh 
  Adapun dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah juga harus 
memperhatikan beberapa strategi (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000: 2)  yaitu: 
a. Jenis pajak sedikit mungkin 
b. Potensi dan hasilnya besar 
c. Administrasinya sederhana 
d. Biaya pemungutannya murah 
e. Tarif ditentukan dengan prosentase (advelerem) 
f. Dasar Pajak (tax base) ditentukan oleh Peraturan Bupati 
6. Pergeseran Beban Pajak 
 Menurut   Suparmoko  (2002: 115-21),  masalah  lain   yang menarik  
mengenai sistem perpajakan  ialah bahwa sering kali  terjadi suatu jumlah pajak 
dibayar oleh seorang wajib pajak  dan ternyata yang menderita/ memikul  beban 
pajaknya bukan  wajib pajak tersebut.  Dengan kata lain wajib pajak tidak sama 
dengan si pemikul beban pajak. Wajib pajak dapat  menggeserkan sebagian atau 
seluruh  beban pajak itu kepada orang lain. Jadi masalah  distribusi beban pajak 
(incidence of taxation) adalah mengenai siapa   sebenarnya yang memikul beban 
pajak yang terakhir  setelah  terjadi pergeseran. Dalam pengertian ekonomi  masalah  
dapat tidaknya beban pajak  itu digeserkan membawa konsekuensi  mengenai macam 
sifat  pajak.  Pajak yang bebannya  dapat digeserkan  disebut  dengan pajak  tidak 
langsung, sedangkan  pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan disebut pajak  
langsung. Perbuatan penggeseran pajak  itu adalah perbuatan  penghindaran diri  dari 
pembayaran beban pajak  yang sifatnya lunak, artinya ialah  bahwa tidak ada sanksi 
hukumnya  dan banyak orang tidak mempersoalkannya, oleh karenanya  perbuatan 
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penggeseran beban pajak  itu tidak dapat kita katakan  melanggar hukum. Pajak 
Rumah Makan dan Pajak Hotel juga menganut pergeseran beban pajak, jadi wajib 
pajak dalam hal ini pemilik hotel  bisa menggeser beban pajaknya sebesar sepuluh 
persen (10%) kepada konsumen atas penggunaan fasilitas hotel yang telah dinikmati 
konsumen hotel. 
7. Jenis-Jenis Pajak Daerah 
 Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan hak 
kepada daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah demi menambah 
Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 2 ayat 
(2) jenis-jenis Pajak Daerah yang boleh di pungut oleh kabupaten/kota adalah: (i) 
Pajak Hotel,  (ii) Pajak Restoran,  (iii) Pajak Reklame, (iv) Pajak Penerangan Jalan,  
(v) Pajak Hiburan, (vi) Pajak Parkir, (vii) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan 
Galian Golongan C. 
 Berdasarkan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2), jenis Pajak 
Daerah yang di pungut kabupaten/kota terdiri dari : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak 
Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (vii) Pajak Parkir, (viii) Pajak Air Tanah, 
(ix) Pajak Sarang Burung Walet, (x) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan dan (xi) Bea Perolehan Hak  atas Tanah dan Bangunan. 
8. Pajak Hotel 
Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah   di sebutkan: 
a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel 
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b. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan 
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan 
dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 
  Menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 38       ayat 
(1) disebutkan, Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan 
pembayaran di hotel, dimana pelayanan tersebut meliputi : 
1) Fasilitas pelayanan dan fasilitas tinggal jangka pendek termasuk wisma 
pariwisata, gubuk pariwisata(cottage), motel, wisma pariwisata, losmen, 
pesanggrahan(hostel) dan rumah penginapan  
2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal 
jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti 
telepon, faksimili, teleks, photokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi atau 
pengangkutan lain yang dikelola/disediakan oleh hotel 
3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan 
umum, anatara lain pusat kebugaran(fitness centre), kolam renang, tenis, golf, 
karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel. 
4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 
 Dalam Pasal 38 ayat (2) disebutkan pelayanan-pelayanan yang di kecualikan 
atau bukan merupakan obyek pajak hotel adalah: 
a) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau bukan fasilitas tempat 
tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel 
b) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren 
c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh hotel dan dipergunakan 
oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran 
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d) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di 
hotel 
e) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan 
oleh umum. 
Pengaturan lebih lanjut tentang Pajak Hotel di tuangkan dalam Peraturan 
Daerah (Perda) Kabupaten Klaten  No. 6 Tahun 2003 dan selama tahun         2003-
2008 belum pernah mengalami perubahan Perda. Dalam Perda ini isi atau 
substansinya hampir sama dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya 
memuat tentang Pajak Hotel. Perbedaannya hanya dalam penjelasan penyebutan 
obyek pajak dan pejabat yang berwenang dalam menetapkan tarif pajak. Perda ini 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan obyek pajak adalah obyek Pajak Hotel di 
Kabupaten Klaten dan dasar pengenaan Tarif Pajak ditetapkan oleh Bupati Klaten. 
9. Subyek Pajak, Wajib Pajak, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak  
a. Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran atas pelayanan hotel.(Pasal 39 ayat (1)) 
b. Wajib pajak adalah pengusaha hotel (Pasal 39 ayat(2)) 
c. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel 
(Pasal 40) 
d. Tarif pajak hotel paling besar 10% (sepuluh persen), dimana besarnya pajak 
dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Untuk 
Kabupaten Klaten Tarif Pajak Hotel diatur dalam Perda No.6 Tahun 2003 
tentang Pajak Hotel dimana Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % dari Dasar 
Pengenaan Pajak 
e. Pajak Hotel terutang di pungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi 
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10. Aspek Kajian Operasional (Potensi, Daya/Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas, 
Elastisitas) 
Pajak daerah merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
diharapkan dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan kemampuan keuangan 
daerah. Dalam mengelola pajak dan restribusi daerah perlu diketahui potensi pajak 
yang nyata serta digunakan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas  serta 
memperhatikan daya dan elastisitas pajak.  
a. Potensi Pajak  
    Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah 
serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan  dengan tarif dasar pajak. 
Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 8) Potensi Pajak sangat menentukan 
besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi 
pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada 
suatu periode. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan 
pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Untuk menghitung Potensi Pajak 
Hotel digunakan  asumsi-asumsi sebagai berikut : 
1) Jumlah hari dalam 1 (satu tahun) = 300  hari 
2) Jasa fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel yang dipergunakan oleh 
tamu hotel diklasifikasikan sebagai berikut : 
a) Hotel Berbintang terdiri dari jasa bar dan restoran, swimming pool, 
tenis, fitness centre, hot and cool water, sauna soap, laundry, travel, 
karaoke, pub, diskotik, telepon, faksimil, makananan dan minuman di 
dalam kamar serta jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau 




b) Hotel Melati terdiri dari jasa mini bar, hot and cool water, laundry, 
travel, telepon, faksimil, makanan dan minuman di dalam kamar serta 
jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, 
diasumsikan sebesar 15 persen dari total omset setahun.  
Sehubungan di Klaten tidak ada hotel berbintang, maka perhitungan  jasa 
fasilitas yang digunakan juga untuk hotel kelas Melati saja. 
b. Upaya Pajak  
  Upaya Pajak/Tax Effort menunjukkan perbandingan antara hasil suatu 
sistem pajak dengan kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kemampuan bayar 
pajak suatu daerah lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB). Upaya Pajak merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 
hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah 
yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan 
adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah 
dalam membayar pajak akan meningkat demikian pula sebaliknya (Lalu 
Karyawan, 2002: 23) 
c. Efisiensi  
  Merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
suatu jenis pendapatan dengan realisasi penerimaannya.  Efisiensi merupakan 
perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar  kinerja/target 
yang ditetapkan, jadi efisiensi merupakan rasio terbaik antara output dengan 
biaya (input). Penghitungan efisiensi dimaksudkan untuk mengukur 
perbandingan antara biaya dengan realisasi yang diperoleh . Efisiensi dikatakan 
lebih baik apabila perbandingan biaya dengan realisasi yang telah dicapai 
nilainya semakin kecil (Abdul Halim, 2007: 74). Tingkat efisiensi Pajak Hotel 
xl 
 
dihitung dengan menggunakan data biaya yang dikeluarkan  yang terkait 
dengan biaya pemungutan Pajak Hotel yang terdiri biaya Upah Pungut dan 
biaya operasional, yang menurut Perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 88 
tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah, bahwa Upah Pungut Pajak Hotel 
dihitung secara proposional sebesar 5 persen dari realisasi penerimaan Pajak 
Hotel. Menurut Devas dkk (1989) kriteria pengukuran efisiensi pemungutan 
Pajak Daerah adalah sebagai berikut : 
1) Biaya  <  20%, berarti sangat efisien 
2) 20%   <  Biaya  < 85% berarti efisien 
3) Biaya  > 85%, berarti tidak efisien 
d. Efektifitas  
  Merupakan perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target 
yang ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil 
program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan 
perbandingan antara outcome dengan output. Outcome adalah tujuan/target 
yang ditetapkan (Abdul Halim, 2007: 75).  
 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 690.900-327 Tahun 
1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Standarisasi Tingkat 
Efektivitas ditetapkan sebagai berikut (Medi,1996 dalam Lalu Karyawan, 2002: 
50) : 
1) Koefisien efektivitas bernilai diatas 100%  berarti sangat efektif; 
2) Koefisien efektivitas bernilai  antar 90%- 100 %  berarti efektif 
3) Koefisien efektivitas bernilai  antar 80%- 90 %  berarti cukup  
 efektif 
4) Koefisien efektivitas bernilai antar 60%- 80 %  berarti kurang  efektif 
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5) Koefisien efektivitas bernilai dibawah 60% berarti tidak  efektif 
e. Elastisitas Pajak  
 Analisis Elastisitas merupakan suatu metode untuk mengetahui tingkat 
kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan pajak, jika terjadi perubahan pada 
faktor yang mempengaruhinya (Raksaka Mahi, 2005: 43). Untuk menghitung 
tingkat elastisitas tersebut berdasarkan data tingkat pertumbuhan realisasi 




B. Tinjauan Hasil –Hasil Penelitian Sebelumnya 
Penelitian mengenai Pajak hotel telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hasil 
penelitian yang dijadikan acuan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Andeman (2001) melakukan penelitian Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kota 
Bukittinggi tahun 2000, yang menunjukan bahwa target Pajak Hotel di  Kota 
Bukittinggi tahun 2000 sebesar Rp.725.000.000,- realisasi sebesar Rp.974.000.000,- 
dan potensi hasil perhitungan sebesar Rp.1.590.396.000,- Kesimpulannya Realisasi 
Pajak Hotel mencapai 134,3% dari targetnya namun baru mencapai 61,30% dari 
potensi yang ditemukan. Untuk Pajak Restoran Realisasi Pajaknya baru mencapai  
15,83% dari potensinya. 
b. Mardiasmo dan Makhfatih (2000) melakukan penelitian dan penghitungan  Potensi 
Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang. Hasilnya adalah realisasi Pajak 
Hotel di Kabupaten Magelang tahun 2000 sebesar Rp.1.155.720.600,- sedang 
berdasarkan perhitungan secara moderat ditemukan bahwa potensi  Pajak Hotel 
Kabupaten Magelang tahun 2000 sebesar Rp.2.217.485.970,-. Kesimpulannya 
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Realisasi Pajak Hotel baru mencapai 47,88% dari potensi yang ditemukan. Untuk 
meningkatkan penerimaan Pajak Hotel harus memperhatikan 3 (tiga) hal pokok yaitu 
(i) menambah obyek dan subyek pajak, (ii) meningkatkan besarnya penetapan 
dimana dalam pendataan potensi terjadi kesenjangan yang disebabkan data potensi 
yang tersedia tidak akurat sehingga besarnya penetapan pajak atau restribusi belum 
sesuai dengan potensi yang sebenarnya, (iii) Mengurangi tunggakan  yaitu perlu 
dilakukan pemeriksaan terhadap rekening tunggakan serta kemungkinan kebocoran-
kebocoran pajak kemudian diambil langkah-langkah kongkrit untuk mengurangi 
tunggakan dengan melakukan evaluasi dan penyelenggaraan administrasi tunggakan 
yang lengkap dan rapi. 
c. Lalu Karyawan (2002), melakukan perhitungan tingkat Potensi, Upaya Pajak, 
Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota 
Mataram. Selama kurun waktu tahun 1995/1996 sampai dengan 2000, Target Pajak 
Hotel dan Restoran Kota Mataram rata-rata Rp. 585.500.000,- realisasinya sebesar 
Rp. 574.943.901,- atau mencapai 97,31% dari target yang ditetapkan. Sedang dari 
hasil perhitungan didapatkan bahwa  Potensi Pajak Hotel dan Restoran  Kota 
Mataram sebesar Rp. 1.468.767.717,-. Kesimpulannya realisasi pajak baru mencapai 
39,14% dari potensinya. Tingkat Efisiensi  berkisar antara 10,86% sampai dengan  
12,30% atau rata-rata 11,54%. Upaya peningkatan Pajak hotel dan Restoran 
dilaksanakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dengan cara 
melakukan perhitungan potensi, peningkatan pengawasan, meningkatkan penyuluhan 
perpajakan. Ekstensifikasi dilakukan dengan mencari wajib pajak baru. Nilai pajak 
juga bisa ditingkatkan  dengan dengan cara penegakan aturan berupa pemberian 
sanksi yang cukup tegas kepada wajib pajak yang lalai membayar pajak atau tidak 
membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Pajak Hotel dan Restoran di Kota 
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Mataram tahun 2000 ternyata potensinya lebih tinggi dari pada target, ini 
menunjukkan target Pajak Hotel dan Restoran masih menggunakan metode 
tradisional yakni metode incremental yaitu penetapan target berdasar patokan 
realisasi tahun sebelumnya dengan menambah persentase tertentu pada tahun-tahun 
berikutnya (rata-rata sebesar 24,08%). Upaya pajak (tax effort) selama kurun waktu 
1994/1995 sampai tahun 2000 di Kota Mataram rata-rata sebesar 0,165%. Upaya 
pajak tertinggi dicapai pada tahun 2000 sebesar 0,286% sedang Upaya Pajak 
terendah tahun 1995/1996 sebesar 0,092%. Efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan 
Restoran Kota Mataram selama kurun waktu tahun 1995/1996  sampai dengan 2000 
berdasar target yang ditetapkan rata-rata 97,31%. Tapi bila diukur berdasar potensi 
diperoleh hasil sebesar 39,14% atau bisa dikatakan belum efektif  
  Persamaan penelitian tersebut diatas dengan yang akan diteliti penulis adalah 
adalah sama-sama meneliti Potensi Pajak Hotel sebagai salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah. Adapun  perbedaannnya adalah penulis tidak meneliti Pajak 
Restoran karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Pajak Daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran sudah dibedakan rekening jenis 
pajaknya sehingga sudah tidak relevan lagi bila diteliti secara bersama-
sama/digabungkan sebagai Pajak Hotel dan Restoran. Perbedaan lokasi, waktu, serta 
variabel-variabel untuk peningkatan pungutan Pajak Hotel  yang dipilih dalam 
penelitian ini juga merupakan  perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 
 
C. Kerangka  Pemikiran Studi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah 
yang terdiri dari : Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
dan Lain-lain PAD yang Sah. Sedang Pajak Daerah mempunyai Komponen : (i). Pajak Hotel  
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(ii). Pajak Restoran  (iii). Pajak Reklame  (iv). Pajak Penerangan Jalan  (v). Pajak Hiburan  
(vi). Pajak Parkir    (vii). Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.  
Kinerja Pajak Hotel di Kabupaten Klaten dapat diukur dengan melihat dari 
Efektivitas, Efisiensi, 
Elastisitas dan Upaya Pajak nya. 
Untuk itu diperlukan 
sumber data yang berupa Potensi Pajak, Target Pajak dan Realisasi Pajak Hotel. Jadi kinerja 
pajak yang ditunjukkan oleh realisasi penerimaan  Pajak Hotel Kabupaten Klaten selama ini 
sudahkah sesuai dengan potensi pajak dan target pajak yang ditetapkan. 
Kerangka pemikiran studi dapat di 














Kinerja Pajak : 































A. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini merupakan  Penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan 
kegiatan pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status 
terakhir dari subyek penelitian. Penelitian Deskriptif berguna untuk dasar pengambilan 
keputusan maupun untuk mengenali distribusi maupun perilaku data yang kita miliki 
(Mudrajat Kuncoro, 2003: 9) 
B. Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sumber-sumber asli untuk 
tujuan tertentu (Mudrajat Kuncoro, 2003: 136). Pengumpulan Data Primer meliputi : 
a. Data Primer Aktif,  cara mendapatkan data dengan menanyai responden baik 
secara personal maupun tidak. Metode ini menghendaki responden aktif 




b. Data primer Pasif, merupakan observasi karakter dengan alat mekanik atau 
manual dari elemen-elemen studi. Pengumpulan Data Primer Pasif bermanfaat 
dalam mendapatkan data baik dari orang maupun dari  jenis elemen studi yang 
lain. Fokus observasi meliputi karakteristik individu, obyek, organisasi dan 
semua jenis hal yang menarik perhatian peneliti. 
Data Primer yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara 
dengan para aparat terkait dengan masalah yang diteliti yaitu aparat yang bekerja 
pada Dinas Pariwisata, DPPKAD, BPS dan pengusaha/pegawai hotel.  
2. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Mudrajat 
Kuncoro, 2003: 127). Adapun alasan mengunakan Data Sekunder adalah:  
a. Penghematan waktu. Prosedur pencarian data sekunder dengan metode ini 
sangat cepat. 
b. Kecermatan,  Pencari data akan lebih yakin dengan data sekunder yang 
ditemukannya karena berbagai kutipan yang penting akan lebih mudah 
ditemukan. 
c. Kenaikan relevansi. Pencari data akan dapat menyeleksi serta memisahkan 
konsep kunci dan peristilahan baku untuk mengidentifikasi kutipan dan artikel 
yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. 
d. Efektivitas biaya. Penurunan waktu pencarian data dan kenaikan relevansi data 
sekunder yang ditemukan menghasilkan efektivitas biaya yang tinggi. 
Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-
dokumen atau publikasi dari instansi terkait serta dengan cara mempelajari literatur. 
Data Sekunder ini berupa data runtun waktu (time series)  selama 6 (enam) tahun 
terakhir, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Data-data penelitian 
bersumber dari : 
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a. Bagian DPPKAD Kabupaten Klaten berupa data : target  dan realisasi total 
penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel serta biaya 
operasional pemungutan Pajak Hotel DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2003 
sampai dengan tahun 2008, wawancara dengan petugas pungut Pajak Hotel. 
b. Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, berupa data : jumlah hotel, golongan 
hotel, golongan kamar, jumlah kamar, tarif kamar. 
c. Badan Pusat Statistik wilayah Kabupaten Klaten, berupa data PDRB dan 
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2003 sampai dengan tahun 
2008. 
d. Pengusaha/pegawai hotel, untuk mengetahui jumlah karyawan, jumlah pajak 
yang  sudah disetorkan dan jumlah tamu hotel. 
 Data dan informasi yang berkaitan dengan teknik penghitungan potensi Pajak 
Hotel diperoleh dengan cara : 
1) Studi kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mempelajari 
buku-buku, karangan ilmiah serta dokumen yang berkaitan dengan judul 
penelitian ini; 
2) Penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan pengamatan dan 
wawancara dengan pegawai hotel terkait dengan pemungutan Pajak 
Hotel. 
C. Definisi Operasional Variabel 
1. Hotel adalah bangunan yang secara khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
menginap/istirahat, memperolah pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut 
bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak 
yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran yang ada di Kabupaten Klaten. 
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2. Potensi Pajak merupakan hasil temuan pendataan dilapangan yang berkaitan jumlah 
serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan  dengan tarif dasar pajak. 
Dinyatakan dalam satuan rupiah. 
3. Efisiensi adalah rasio antara biaya pungut yang dikeluarkan untuk mendapatkan 
penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Dinyatakan dalam 
prosentase. (Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih, 2000: II-5). 
4. Efektivitas adalah rasio dari realisasi penerimaan pajak hotel dengan target atau 
realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak hotel. Dinyatakan dalam prosentase. 
(Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih, 2000: II-6). 
5. Elastisitas PDRB dari Pajak hotel adalah rasio perubahan penerimaan pajak hotel dan 
restoran dengan perubahan PDRB per kapita. (Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih, 
2000: II-7). 
6. Upaya Pajak adalah rasio antara penerimaan pajak hotel dan restoran dengan kapasitas 
atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah (PDRB). . Dinyatakan dalam  prosentase. 
7. Upah pungut adalah sejumlah kompensasi uang yang diberikan kepada petugas 
pemungut pajak atas realisasi pemungutan pajak yang dilakukannya yang besarnya 
proporsional sesuai tingkat keberhasilan pemungutannya. Besarnya upah pungut diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Dinyatakan dalam satuan rupiah. 
8. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi yang 
tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Dengan kata lain kinerja 
merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. 
 
D. Teknik Analisis 
1. Analisis Potensi 
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 Potensi Pajak merupakan hasil temuan pendataan dilapangan yang berkaitan 
jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan  dengan tarif dasar 
pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2003 tentang  Pajak 
Hotel hanya mengatur dasar pengenaan tarif Pajak Hotel saja dan  tidak mengatur 
dasar menghitung potensi Pajak  Hotel. Pasal 5 disebutkan  Dasar pengenaan pajak 
adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk didalamnya 
wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Pasal 6 juga disebutkan tarif pajak 
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Untuk 
menghitung potensi Pajak Hotel  sebagai dasar penetapan target pajak tahun 
berikutnya maka perlu adanya pendataan yang memperhitungkan baik tarif pajak, 
jumlah kamar yang laku, jumlah hari, tarif kamar dan tingkat hunian dengan 
menggunakan formula berikut (Harun, 1990 dalam Lalu Karyawan 2003: 61) 
PPH     = (PH) X Tp ……………………………………………. …….         (3.1) 
PH = ( Jk x Jh x Tk x Th )+ Jf …………………………..…………    (3.2) 
Keterangan ; 
PPH :  Potensi Pajak Hotel di  Kabupaten Klaten; 
PH : Jumlah pendapatan hotel Kabupaten Klaten 
Tp = tarif pajak (10%) 
Jk = jumlah kamar yang laku 
Jh = jumlah hari; 
Tk = Tarif kamar 
Th = Tingkat hunian  
Jf = Jasa fasilitas 
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Penetapan besarannya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, biasanya 
ditentukan berdasarkan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak yaitu 10%.  
2. Analisis Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas 
a. Analisis Upaya Pajak (Tax Effort) 
 Upaya Pajak adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas 
atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang 
dapat digunakan untuk mengetahui daya bayar masyarakat adalah Produk 
domestic Regional bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat maka 
kemampuan daerah dalam membayar (ability to pay) juga akan meningkat 
dan ini berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan 
upaya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat (Mardiasmo dan 
Makhfatih, 2000: 5) 
 Upaya Pajak dihitung dengan menggunakan rumus (Devas dkk, 1989: 143) : 
  Upaya Pajak Pajak Hotel : 
     
 
 
b. Analisa Efisiensi (Efficiency) 
 Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk 
menutup biaya pemugutan pajak yang bersangkutan, dengan formula berikut 
(Devas dkk, 1989: 146). 
 
    
  
Biaya pungut adalah biaya untuk memungut Pajak Hotel yang terdiri dari 
upah pungut dan biaya operasional. 
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c. Analisis Efektivitas (Effectivity) 
 Efektivitas mengukur hubungan antara hasil pungut (realisasi) suatu 
pajak dengan target dan potensi yang bersangkutan  atau dengan formula 
(Devas dkk, 1989: 144 ) 
              Realisasi Pajak Hotel                                                          
Efektivitas 1  =                                               X 100%   ………..    (3.5)  
                                                Target Pajak Hotel  
 
 
                               Realisasi Pajak Hotel                                                          
Efektivitas 2  =                                               X 100%   ………..    (3.6)  
                                                Potensi Pajak Hotel                                            
   
 Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil prosentase yang 
semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Hotel semakin 
efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya 
menunjukkan pemungutan pajak hotel dan restoran semakin tidak efektif.  
d. Analisis Elastisitas (Elasticity) 
 Penghitungan Elastisitas ini dapat menunjukkan kemampuan untuk 
menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat mengimbangi kenaikan 
dalam pengeluaran pemerintah dengan dasar pengenaan pajak/retribusi. 
Elastisitas menunjukkan bahwa efek dari perekonomian daerah akan 
mempengaruhi besarnya basis pajak daerah dan selanjutnya besarnya basis 
pajak apabila dikelola dengan baik akan dapat dipungut dalam bentuk pajak 
daerah. Secara umum Elastisitas dikatakan baik bila nilainya sama dengan 
atau lebih besar 1 (satu). Konsep Elastisitas mempunyai 2 (dua) dimensi. 
Pertama, adalah pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak. Kedua 
adalah aspek kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut. 
Dengan kata lain  Analisis Elastisitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 
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kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada 
jumlah perubahan PDRB dengan formula berikut (Devas dkk, 1989: 42) : 
                      % ∆ Realisasi Pajak Hotel                                                          
E PDRB =                                                       …..………. ……   (3.7) 
                        % ∆  PDRB per kapita                                                            
 
3. Analisis Deret Berkala (Time Trend) 
 Penerimaan pajak untuk tahun anggaran mendatang dapat diestimasi 
dengan menggunakan fungsi aritmatik dari waktu (penerimaan pajak =  
a+bT). Analisis deret berkala dilakukan dengan berbagai metode estimasi, 
yang salah satunya menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (The Least 
Square Method). Metode ini menderet data secara tahunan kemudian 
memproyeksi kecenderungannya dimasa yang akan datang.  Metode Kuadrat 
Terkecil juga bertujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat 
penyimpangan(deviasi) nilai terhadap garis tren. Apabila hal tersebut 
dipenuhi, maka garis tren akan terletak ditengah-tengah data asli. Untuk  
mengetahui pertumbuhan atau perkembangan penerimaan pajak hotel dari 
tahun 2009/2010, dapat digunakan  formula sebagai berikut (Mardiasmo dan 
Makhfatih, 2000: 7) 
 
Y* = a+ bT  ……………………………………………………     (3.8) 
dimana : 
                ∑ Y                                                ∑ TY               
 a =                  sedangkan        b =  ……….     (3.9) 
                  n                                                   ∑ TT               
        
Keterangan : 
Y* =  Garis tren yang ditaksir 
T    =  unit waktu 
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a    =  intercept Y, yakni nilai Y  
b    =  lereng garis trend 

























DESKRIPSI DAERAH DAN HASIL ANALISIS 
 
A.  Deskripsi Daerah Penelitian 
1.  Letak  Geografis 
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 Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah: 65.556  hektar, luas tersebut meliputi 
33.494 ha (51,10%) berupa lahan sawah dan 32.062 ha (48,91%) berupa lahan bukan 
sawah. Secara administratif  Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan dan 401 
desa/kalurahan. Kabupaten Klaten terletak antara 7˚ 32' 19"  LS  - 7˚ 48' 30" LS dan 
110˚ 26' 46"BT - 110˚ 48' 00"BT  dengan ketinggian wilayah antara 100-400 m di 
atas permukaan air laut (dpal). Batas wilayahnya meliputi : 
a. Sebelah Utara  : Kabupaten Boyolali 
b. Sebelah Timur  : Kabupaten Sukoharjo 
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul 
d. Sebelah Barat  : Kabupaten Sleman 
Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran : 
a. Sebelah Utara, merupakan dataran lereng Gunung Merapi yang membentang di 
wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung 
b. Sebelah Timur, merupakan dataran rendah membujur di tengah meliputi 
sebagian besar kecamatan di wilayah Klaten. 
c. Sebelah Selatan, merupakan dataran gunung kapur yang membujur di sebelah 
selatan Kecamatan Cawas dan Bayat. 
Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar merupakan dataran rendah dan 
didukung dengan banyaknya sumber mata air maka daerah Kabupaten Klaten 
merupakan daerah pertanian yang utama di Jawa Tengah. 
 Letak Kabupaten Klaten juga sangat strategis karena berada diantara 2 (dua) 
kota besar yaitu Yogyakarta (30 km) dan Solo (30 km) yang memungkinkan 
berinteraksi dengan kedua kota besar tersebut dalam hal pertumbuhan ekonomi, 





Gambar 4.1  : Peta Kabupaten Klaten 
Sumber   : Bapeda Kab. Klaten 
2. Sosial 
 Lingkup Sosial Kabupaten Klaten meliputi : 
a. Jumlah Penduduk 
  Menurut PDRB yang  diterbitkan Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bapeda) Kabupaten Klaten, jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada 
tahun 2008 sebanyak 1.300.494 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 49% 
dan penduduk perempuan sebesar 51%. Pertumbuhan penduduk Kabupaten 
Klaten tahun 2003-2008 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk 
   Kab. Klaten Tahun 2003- 2008 
 






(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2003 1.277.297 - 1.948 
2 2004 1.281.786 0,35 1.955 
3 2005 1.286.058 0,33 1.962 
4 2006 1.293.242 0,56 1.973 
5 2007 1.296.987 0,29 1.978 
6 2008 1.300.494 0,27 1.984 
Rata-rata 1.289.310 0,36 1.966 
 
Sumber : Bapeda Kabupaten Klaten, Klaten Dalam Angka beberapa terbitan 
(data diolah) 
 
  Tabel 4.1 menunjukkan jumlah penduduk Klaten tahun 2003-2008 selalu 
meningkat dengan rata-rata pertumbuhannya 0,36% pertahun. Kepadatan 
penduduk rata-rata 1.966 orang/km². Kepadatan ini selalu meningkat dari tahun 
ke tahun. Penduduk perkotaan lebih padat dibanding pedesaan karena perkotaan 
merupakan kawasan  yang relatif berkembang dan dapat memberikan 
kesempatan kerja di sektor formal dan informal. 
b. Ketenagakerjaan 
 Kondisi ketenagakerjaan mengikuti perkembangan lapangan usaha dimana 
penyerapan tenaga kerja tergantung pada perkembangan dunia usaha, investasi, 
dan perkembangan perekonomian. Secara umum jumlah tenaga kerja di 
Kabupaten Klaten selalu mengalami peningkatan dari 555.559 orang pada tahun 
2003 menjadi 746.091 orang pada tahun 2005. Jumlah pengangguran terbuka 
juga mengalami peningkatan dari 15.020 orang pada tahun 2003 menjadi 20.870 
orang pada tahun 2005. Sedang Jumlah Tenaga Kerja Indonesia(TKI) yang pergi 
ke luar negeri sebanyak 163 orang pada tahun 2003 menjadi 669 di tahun 2005. 
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c. Penduduk Rawan Sosial 
 Penduduk rawan sosial adalah penduduk yang masuk kategori fakir miskin, 
balita terlantar, anak terlantar, orang lanjut usia terlantar gelandangan, 
pengamen dan penyandang cacat. Jumlah penduduk rawan sosial kategori fakir 
miskin pada tahun 2003 sebanyak 70.647 jiwa dan turun menjadi 66.608 jiwa 
pada tahun 2005. Jumlah panti asuhan yang berguna dalam menyantuni, 
mendidik dan  membina anak tak mampu  sampai tahun 2006 berjumlah 13 buah 
di seluruh Kabupaten Klaten. 
3. Sarana Prasarana 
 Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat maka Pemerintah Kabupaten 
Klaten  menyediakan prasarana dasar yang meliputi : 
a. Pendidikan 
  Sistem pendidikan di Kabupaten Klaten dibedakan menjadi 6 (enam ) 
tingkatan dengan jumlah sekolah sampai tahun 2008 sebagai berikut :  
Tabel 4.2 Fasilitas Pendidikan Kab. Klaten Tahun 2003- 2008 
 
No Tahun 
 Fasilitas Pendidikan 
TK SD SMP SMA SMK PT (S1/D3) 
(1) (2)  (3) 
1 2003 835 818 112 34 51 4 
2 2004 812 803 111 32 51 4 
3 2005 868 796 110 32 53 4 
4 2006 873 796 108 31 53 4 
5 2007 894 799 108 31 52 4 
6 2008 901 806 106 31 51 4 
  
Sumber : Bapeda Kabupaten Klaten, Klaten Dalam Angka beberapa terbitan 
(data diolah) 
 
 Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Taman kanak-kanak tahun 2008 berjumlah 
901, terdiri 1 TK Negeri dan 900 TK swasta, Sekolah Dasar (SD) terdiri 769 SD 
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Negeri dan 37 SD swasta, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdiri 65 
SLTP Negeri dan 41 SLTP swasta, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas terdiri 16 
SLTA negeri dan 15 SLTA swasta, Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) terdiri 9 
SMK negeri dan 42 SMK swasta, Perguruan Tinggi (PT)/Diploma terdiri 1 
Perguruan Tinggi swasta dan 3 Program Diploma swasta. 
b. Kesehatan 
  Banyak sedikitnya fasilitas kesehatan di suatu daerah mencerminkan baik 
buruknya pelayanan kesehatan di daerah yang bersangkutan. Kabupaten Klaten 
sampai dengan  tahun 2006 mempunyai fasilitas kesehatan yang terdiri dari: 
Posyandu ada 2.140 buah, Puskesmas Induk ada 34 buah, Puskesmas Pembantu 
ada 81 buah, Rumah Sakit Umum swasta ada 3 buah, Rumah Sakit Umum 
Negeri ada 2 buah, Rumah Sakit Khusus ada 3 buah, klinik/praktek dokter ada 
55 buah, apotik ada 61 buah dan toko obat ada 9 buah. 
c. Sarana Ibadah  
  Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Klaten adalah Islam yang 
berjumlah 1.293.242 jiwa atau sekitar 93,25% di tahun 2006. Sisanya sekitar 
6,75% memeluk agama Katolik, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu. Sarana 
ibadah yang tercatat di Kabupaten Klaten adalah: Masjid sebanyak 2.275 buah, 
Mushola : 1.894 buah, Gereja Kristen : 92 buah, Gereja Katolik : 49 buah, Pura : 
45 buah, Vihara/Klenteng : 4 buah. Pondok Pesantren pada  tahun 2003 ada 37 
buah dengan 9.598 santri  kemudian meningkat menjadi 42 Pesantren dengan 
9.923 santri pada pada tahun 2006. 
d. Perhubungan dan Trasportasi 
 Keadaan infrastruktur jalan sangat menunjang perkembangan daerah dan 
berpengaruh pada kelancaran arus barang dan jasa dari dan menuju ke Klaten 
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yang akhirnya menggerakkan perekonomian daerah. Sarana transportasi di 
Kabupaten Klaten dilayani oleh 3 (tiga) jenis angkutan penumpang yaitu 
angkutan antar kota antar propinsi, angkutan perbatasan dan angkutan pedesaan.  
Terminal yang ada di Kabupaten Klaten meliputi Terminal Jonggrangan, 
Terminal Penggung, Terminal Cawas, Terminal Bendogantungan, Terminal 
Tloyo, Terminal Tulung, Terminal Manisrenggo dan Terminal Delanggu. 
4. Ekonomi 
 Tingkat perkembangan ekonomi Kabupaten Klaten dapat dilihat dari : 
a. Laju Pertumbuhan PDRB 
 Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat 
perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB). PDRB disini menggunakan pendekatan produksi 
dimana merupakan nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh 
berbagai unit produksi di dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu(satu 
tahun). Barang dan jasa yang diproduksi dinilai dengan harga produsen yang 
belum termasuk biaya transport dan keuntungan pemasaran. Unit-unit produksi 
ini dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) kelompok lapangan usaha yaitu: (i) 
pertanian (ii) penggalian (iii) industri pengolahan  (iv) listrik dan air minum (v) 
bangunan dan konstruksi (vi) perdagangan, hotel dan restoran (vii) angkutan dan 
komunikasi (viii) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (ix) jasa-jasa. 
PDRB Per Kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah 
penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah/daerah. Laju pertumbuhan PDRB 
di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2003-2008 dapat dilihat ditabel 4.3 
dibawah ini. 
Tabel 4.3   Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita  Atas Dasar Harga 




PDRB   







(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 2003 4.290.006,98,- - 3.365.344,83,-  - 
2 2004 4.706.368,97,- 9,71 3.678.324,96,- 9,30 
3 2005 6.520.828,29,- 38,55 5.078.862,92,- 38,08 
4 2006 7.504.499,43,- 15,08 5.805.021,37,- 14,30 
5 2007 8.349.253,36,- 11,26 6.444.304,16,- 11,01 
6 2008 9.491.601,49,- 13,68 7.308.450,42,- 13,41 
Rata-rata 6.810.417,50,- 17,66 5.280.051,44,- 17,22 
 
Sumber : BPS Kab. Klaten, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa 
terbitan (data diolah) 
 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 
Kabupaten Klaten tahun 2003-2008 mengalami pertumbuhan positip. Rata-rata 
laju pertumbuhannya sebesar 17,66%, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 
2005 sebesar 38,55% yang didorong kenaikan sektor pertanian sebesar 31,51%, 
industri pengolahan sebesar 50,49%, perdagangan,hotel dan restoran sebesar 
53,33% serta jasa-jasa yang naik sebesar 91,41%. Pertumbuhan PDRB terendah 
terjadi pada tahun 2004 sebesar 9,71%. Pada tahun 2006 di Kabupaten Klaten 
terjadi bencana alam gempa bumi, meskipun begitu PDRB tahun 2006 tetap 
tumbuh sebesar 15,08%, atau  lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan 
PDRB tahun 2007 sebesar 11,26% dan tahun 2008 sebesar 13,68. PDRB Per 
Kapita tahun 2003-2008 mengikuti pola PDRB atas Dasar Harga Berlaku yang 
mengalami pertumbuhan positip. Pertumbuhan PDRB Per Kapita tertinggi terjadi 
pada tahun 2005  sebesar 38,08%, diikuti tahun 2006 sebesar 14,30%, tahun 2008 
sebesar 13,41%, tahun 2007 sebesar 11,01% dan yang terendah tahun 2004 
sebesar 9,30%.  
b. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah 
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  Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Klaten yang terdiri dari Pajak 
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame,  Pajak Penerangan Jalan,  Pajak Hiburan,  
Pajak Parkir, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C  





Tabel 4.4  Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Kab. Klaten Tahun 2003- 2008 
















(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 2003 7.768.000.000,- 8.605.562.041,- 110,78 - - 
2 2004 10.015.000.000,- 10.291.535.387,- 102,76 1.685.973.346,- 19,59 
3 2005 11.115.000.000,- 9.732.205.843,- 87,56 (559.329.544,-) (5,43) 
4 2006 11.490.000.000,- 13.052.631.723,- 113,60 3.320.425.880,- 34,12 
5 2007 13.340.000.000,- 14.638.314.886,- 109,73 1.585.683.163,- 12,15 
6 2008 16.230.000.000,- 18.027.307.132,- 111,07 3.388.992.246,- 23,15 
Rata-rata 11.659.666.667,- 12.391.259.502,- 105,91 1.884.349.018,- 16,71 
 
Sumber : DPPKAD Kab. Klaten, dari beberapa tahun terbitan (data diolah) 
 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa realisasi Pajak Daerah dari tahun 2003 sampai 
dengan tahun 2008 rata-rata mengalami peningkatan, hanya tahun 2005 saja 
mengalami penurunan atau tidak mencapai target. Realisasi Pajak Daerah  tahun 
2003 sebesar Rp.8.605.562.041,- sedang realisasi tahun 2008 sebesar  
Rp.18.027.307.132,-. Penyebab Pajak Daerah tahun 2005 tidak bisa mencapai target 
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karena Pajak Hotel tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.97.400.548,- atau hanya 
77,9% dari target sebesar Rp.125.000.000,- dan Pajak Penerangan Jalan Umum 
(PPJU) realisasinya sebesar Rp.8.478.834.304,- atau 84,78% dari target sebesar 
Rp.10.000.000.000,-.  
 Pertumbuhan realisasi pajak tertinggi terjadi tahun 2006 sebesar 113,60%, 
diikuti tahun 2008 sebesar 111,07%.  Tahun 2006, dari target Pajak Daerah sebesar 
Rp.11.490.000.000,- tercapai realisasi sebesar Rp.13.052.631.000,- adapun 
penyebabnya adalah semua komponen pajak daerah mencapai target kecuali Pajak 
Hotel dan Pajak Parkir. Realisasi Pajak Rumah Makan sebesar Rp.121.525.101,- 
atau 121,5% dari target sebesar Rp.100.000.000,- Pajak Hiburan sebesar 
Rp.290.658.206,- atau 107,6% dari target sebesar Rp.270.000.000,- Pajak Reklame 
sebesar Rp.739.304.785,- atau 123,2% dari target sebesar Rp.600.000.000,- Pajak 
Penerangan Jalan sebesar Rp.11.489.463.953,- atau 113,75% dari target sebesar 
Rp.10.100.000.000,- Pajak Galian C sebesar Rp.290.164.715,- atau  113,8% dari 
target sebesar 255.000.000,- sedang Pajak Hotel realisasinya sebesar 
Rp.69.297.405,- atau 69,5% dari target Rp100.000.000,- dan Pajak Parkir 
realisasinya sebesar Rp.52.217.558,- atau 80,3% dari target Rp.65.000.000,-.  
 Tahun 2008, dari target Pajak Daerah sebesar Rp.16.230.000.000,- tercapai 
realisasi sebesar Rp.18.027.307.132,- atau 111,1% sedang  penyebabnya adalah 
semua komponen Pajak Daerah mencapai target kecuali Pajak Reklame dan Pajak 
Rumah Makan. Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp.127.591.750,- atau 127,6% dari 
target sebesar Rp.100.000.000,- Pajak Hiburan sebesar Rp.679.721.263,- atau 
113,3% dari target sebesar Rp.600.000.000,- Pajak Penerangan Jalan sebesar 
Rp.14.798.651.965,- atau 113,8% dari target sebesar Rp.13.000.000.000.000,- Pajak 
Galian C sebesar Rp.1.027.298.745,- atau  102,7% dari target sebesar 
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1.000..000.000,- Pajak Parkir realisasinya sebesar Rp.92.111.001 atau 115,1% dari 
target Rp.80.000.000,- sedang Pajak Reklame realisasinya  sebesar 
Rp.1.124.590.546,- atau 89,97% dari target Rp1.250.000.000,- dan Pajak Rumah 
Makan  realisasinya sebesar Rp.117.343.862,- atau 88,6% dari target 
Rp.200.000.000,-.  
 Prosentase Pertumbuhan dari realisasi tertinggi juga terjadi tahun 2006 sebesar 
34,12% diikuti tahun 2008 sebesar 23,15% , tahun 2004 sebesar 19,59% dan tahun 
2007 sebesar 12,15% sedang pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2005 sebesar -
5,43%. Target rata-rata Pajak Daerah Kabupaten Klaten dari tahun anggaran 2003 
sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp.11.659.666.667,- sedang rata-rata realisasi 
Pajak Daerah sebesar Rp.12.391.259.502,- atau 105,91%.  Jadi realisasi Pajak 
Daerah melebihi target pajak yang ditetapkan. 
B. Analisis Data dan Pembahasan 
1. Analisis Potensi Pajak Hotel   
Tujuan menghitung Potensi Pajak Hotel adalah untuk mengetahui besarnya 
penerimaan Pajak Hotel yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Klaten. 
Perhitungan potensi Pajak Hotel ini dilakukan untuk tahun anggaran 2003-2008 dengan 
menggunakan formula (3.1) diatas. Jumlah hotel di Kabupaten Klaten pada tahun 2008 
sebanyak 39 hotel yang semuanya kelas Melati dengan tarif beragam. Ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan di sini diantaranya : 
2. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel  
Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Klaten tahun 2003-2008 dapat 
dilihat di Tabel 4.5 berikut ini. 
Tabel 4.5  Realisasi Pajak Hotel Kab. Klaten Tahun 2003-2008 










 Sumber : DPPKAD Kab. Klaten, dari beberapa tahun terbitan (data diolah) 
  
Gambar 4.2  Realisasi Pajak Hotel Kab. Klaten  Tahun Angaran 2003 – 2008 
Sumber : diolah dari Tabel 4.5 
  
  Tabel 4.5 menunjukkan pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel 
Kabupaten Klaten mempunyai pola yang tidak  sama dengan pertumbuhan  realisasi 
Pajak Daerah.  Pertumbuhan realisasi penerimaan tertinggi Pajak Daerah terjadi 
pada tahun 2006 sebesar 34,12%, sedang pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 
2005 sebesar 5,43%. Pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel tertinggi pada 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2003 57.733.350,- - - 
2 2004 81.350.100,- 23.616.750,- 40,91 
3 2005 97.400.548,- 16.050.448,- 19,73 
4 2006 69.297.405,- (28.103.143) (28,85) 
5 2007 111.449.235,- 42.151.830,- 60,83 
6 2008 127.591.750,- 16.142.515,- 14,48 
Rata- rata 90.803.731,- 10.743.177,- 21,42 
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tahun 2007 sedang pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2006. Penerimaan Pajak 
Hotel menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2003-2008 kecuali tahun 
2005 dengan rata-rata sebesar Rp.90.803.731,-. Pertumbuhan realisasi  penerimaan 
Pajak Hotel tahun  2003-2008 juga mempunyai kecenderungan terus meningkat 
dengan rata-rata sebesar 21,42%. Prosentase pertumbuhan tertinggi  terjadi tahun  
2007 sebesar 60,8%, tahun 2004 sebesar 40,91%, tahun 2005 sebesar 19,73%, tahun 
2008 14,48%, dan tahun 2006 sebesar - 28,85%. Pertumbuhan negatif Pajak Hotel 
tahun 2006 disebabkan oleh gempa bumi yang melanda Klaten tahun 2006 telah 
menyebabkan kerusakan bangunan hotel khususnya kamar hotel sehingga jumlah 
tamu yang datang juga berkurang yang mengakibatkan penerimaan hotel juga 
berkurang.  
b. Tingkat Hunian Kamar 
Tingkat hunian kamar hotel merupakan salah satu parameter yang penting 
dalam menghitung potensi Pajak Hotel. Hal ini disebabkan tingkat hunian kamar 
hotel menentukan besarnya potensi penerimaan kamar yang merupakan penerimaan 
utama hotel yang menjadi obyek pajak. Menurut hasil pendataan hotel dari 
DPPKAD, jumlah hotel di Kabupaten Klaten tahun 2008 sebanyak 39 hotel dan 
semuanya berklasifikasi kelas Melati. Adapun lokasinya sekitar   22 buah atau 56%  
berada di sekitar Taman Wisata Candi Prambanan sedang sisanya berada di 
Kecamatan Klaten Kota, Delanggu, Ceper dan Kemalang.Untuk memudahkan 
perhitungan maka diklasifikasikan menurut tarif hotel yang berlaku, dimana Hotel 
dengan tarif kamar antara Rp. 150.000 sampai  Rp.300.000,- disebut kamar kelas 
Melati I, sedang tarif kamar hotel Rp.75.000,- sampai Rp.150.000,- disebut  kamar  
kelas Melati II dan kamar hotel dengan tarif antara Rp.25.000,- sampai Rp.75.000,-  
disebut kelas Melati III. Prosentase tingkat hunian kamar hotel dapat dihitung 
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dengan cara menjumlahkan semua kamar yang laku pada satu tahun kemudian 
dibuat prosentase masing-masing kelas kamar yang laku tersebut. Tingkat hunian 




Tabel 4.6 Tingkat Hunian Kamar menurut Golongan Hotel Kab. Klaten 
2003- 2008 
No Tahun 





Kelas Melati II 
Tarif 
Rp.75.000,-   












(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 2003 11,80 29,23 58,97 100 
2 2004 15,69 29,15 55,16 100 
3 2005 23,10 27,09 49,81 100 
4 2006 30,97 29,03 40,00 100 
5 2007 22,09 26,36 51,55 100 
6 2008 22,99 24,52 52,49 100 
Rata-rata 21,10 27,57 51,33 100 
 
Sumber : Hasil Pendataan Hotel DPPKAD Kab. Klaten, dari beberapa tahun terbitan 
(data diolah) 
 
 Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten 
Klaten tahun 2003-2008 untuk kelas Melati I sebesar 21,10%, kelas Melati II 
sebesar 27,57% dan kelas Melati III sebesar 51,33%. Dari data tersebut juga 
menunjukkan bahwa jenis  kamar hotel yang paling laku di Kabupaten Klaten 
adalah kamar kelas Melati III yang tarifnya antara Rp.25.000,- sampai dengan 
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Rp.75.000,-. Tingkat hunian tertinggi untuk kelas Melati I terjadi pada tahun 2006  
sebesar 30,97% dan terendah tahun 2003 sebesar 11,8%. Kamar kelas Melati II 
tertinggi pada tahun 2003 sebesar 29,23% dan terendah tahun 2007 sebesar 
24,52%.  Kamar Kelas Melati III tertinggi pada tahun 2003 sebesar 58,97% dan 
terendah pada tahun 2006 sebesar 40,00%. 
 
c. Jumlah Hotel dan Kamar Hotel 
 Untuk mengetahui Jumlah Hotel dan kamar hotel di Kabupaten Klaten tahun 
2003-2008 ditunjukkan tabel 4.7 berikut: 










laku Mlt  
II 
laku M lt 
III 
laku 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 2003 34 49 23 119 57 287 115 455 195 
2 2004 35 136 35 119 65 287 123 542 223 
3 2005 36 140 58 123 68 287 125 550 251 
4 2006 37 140 48 123 45 297 62 560 155 
5 2007 38 155 57 123 68 297 133 575 258 
6 2008 39 155 60 133 64 309 137 597 261 
 
Sumber : Hasil Pendataan Hotel DPPKAD Kab. Klaten, dari beberapa tahun  terbitan 
(data diolah) 
 
 Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah hotel di Kabupaten Klaten tahun 2003-
2008 mengalami peningkatan. Tahun 2003 jumlah hotel ada 34 hotel sedang tahun 
2008 meningkat menjadi 39 hotel. Untuk tahun 2003 jumlah kamar kelas Melati I 
ada 49 kamar, Melati II ada 119 kamar dan Melati III ada 287 kamar sehingga 
jumlah kamar hotel tahun 2003 ada 455 kamar. Jumlah kamar yang laku untuk 
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Melati I sebesar 23 kamar, Melati II laku 57 kamar, Melati III laku 115 kamar. Total 
Kamar yang laku sebesar 195 kamar atau 42,85% dari jumlah kamar hotel 
 Tahun 2004 bertambah satu  hotel yaitu Hotel Galuh Prambanan Klaten 
dengan 87 kamar kelas Melati I, sehingga jumlah kelas kamar Melati I bertambah 
menjadi 136 kamar, sedang kamar Melati II dan Melati III tetap. Jumlah kamar 
hotel tahun 2004 menjadi 542 kamar. Jumlah kamar yang laku untuk Melati I 
sebesar 35 kamar, Melati II laku 65 kamar, Melati III laku 123 kamar. Total Kamar 
yang laku sebesar 223 kamar atau 41,14% dari jumlah kamar hotel 
 Tahun 2005 berdiri satu hotel lagi yaitu Hotel Botan Prambanan dengan 
jumlah memiliki 8 kamar, dengan rincian 4 kamar kelas Melati I dan 4 kamar kelas 
Melati II. Sehingga jumlah kamar kelas Melati I menjadi 140 kamar, Melati II 
menjadi 123 kamar sedang Melati III tetap 287 kamar. Total kamar Hotel menjadi 
550 kamar. Jumlah kamar yang laku untuk Melati I sebesar 58 kamar, Melati II laku 
68 kamar, Melati III laku 125 kamar. Total Kamar yang laku sebesar 251 kamar atau 
45,63% dari jumlah kamar hotel. 
 Tahun 2006 berdiri satu hotel lagi yaitu Hotel Victoria Ceper dengan memiliki 
10 kamar, yang semuanya kelas Melati III. Sehingga jumlah kamar kelas Melati I 
tetap 140 kamar, Melati II tetap  123 kamar sedang Melati III bertambah menjadi  
297 kamar. Total kamar Hotel menjadi 560 kamar. Jumlah kamar yang laku untuk 
Melati I sebesar 48 kamar, Melati II laku 45 kamar, Melati III laku 62 kamar. Total 
Kamar yang laku sebesar 155 kamar atau 27,67% dari jumlah kamar hotel. 
 Tahun 2007 berdiri satu hotel  di Prambanan Klaten yaitu Hotel Candi View 
dengan  memiliki  15 kamar yang semuanya kelas Melati I, sehingga jumlah kamar 
kelas Melati I bertambah menjadi 155 kamar, Melati II tetap  123  
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kamar dan Melati III juga tetap  297 kamar. Total kamar Hotel menjadi 575 kamar. 
Jumlah kamar yang laku untuk Melati I sebesar 57 kamar, Melati II laku 68 kamar, 
Melati III laku 133 kamar. Total Kamar yang laku sebesar 258 kamar atau 44,86% 
dari jumlah kamar hotel. 
 Tahun 2008 berdiri satu hotel lagi di Delanggu yaitu Hotel Candi View 
dengan  memiliki  22 kamar dengan rincian10 kamar kelas Melati II dan 12 kamar 
kelas Melati III sehingga jumlah kamar kelas Melati I tetap 155 kamar, Melati II 
menjadi  133 kamar dan Melati III menjadi  307 kamar. Total kamar Hotel menjadi 
597 kamar. Jumlah kamar yang laku untuk Melati I sebesar 60 kamar, Melati II laku 
64 kamar, Melati III laku 137 kamar. Total Kamar yang laku sebesar 261 kamar atau 
43,71% dari jumlah kamar hotel. 
d. Nama -Nama Hotel di Kabupaten Tahun 2008 
  Hasil pendataan kamar hotel di Kabupaten Klaten tahun 2008 ditunjukkan 
pada tabel 4.8 berikut ini:  
Tabel 4.8 Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten Klaten Tahun  2008 
No Nama Hotel 
Jumlah Kamar 
















(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Puri Jonggrang - -   16 16 
2 Asri - - 10 10 
3 Galuh 87 - - 87 
4 Sari - - 25 25 
5 Botan 4 4 - 8 
6 Asta Graha - - 13 13 
7 Wisma Ramayana - - 5 5 
8 Wisnu - - 5 5 
9 Candi View 15 - - 15 
10 Pramesti - - 8 8 
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Lanjutan Tabel 4.8 
 
No Nama Hotel 
Jumlah Kamar 













(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
11 Restu Ibu I - 1 14 15 
12 Prima - - 10 10 
13 Kenanga I - - 8 8 
14 Kenanga II - - 14 14 
15 Mawar I - - 9 9 
16 Mawar II - - 12 12 
17 Mawar III - - 10 10 
18 Prambanan Indah 27 36 - 63 
19 Srikandi   7 7 
20 Wijaya Kusuma   12 14 
21 Dewi Shinta - - 7 7 
22 Restu Ibu II - 1 - - 
23 Pratiwi - - - 2 
24 Ayu - - 8 8 
25 Sri Rejeki - - 14 14 
26 Hotel Shinta - - 10 10 
27 Pondok Pinus - -   5 5 
28 Bima 17 15 - 32 
29 Klaten Indah - 5 15 20 
30 Agung - 10 - 10 
31 Alamanda - 10 7 17 
32 Merak Indah 2 8 2 12 
33 Perdana Raya - 14 4 18 
34 Arjuna 3 19 7 29 
35 Merdeka I - - 16 16 
36 Merdeka III - - 7 7 
37 Mintorogo - - 7 7 
38 Victoria - - 10 10 
39 Kendedes - 10 12 22 
 Jumlah 155 133 309 597 
      
 Sumber : hasil Pendataan Hotel DPPKAD Kab. Klaten, tahun 2008 (data diolah) 
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Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah kamar hotel di Kabupaten 
Klaten tahun 2008 sebanyak  597 kamar dengan rincian, 155 kamar atau 25,97% 
merupakan kamar hotel kelas Melati I,  133 kamar atau 22,27% kelas Melati II 
dan 309 kamar atau 51,76% adalah kelas Melati III. Data ini juga menunjukkan 
bahwa jumlah kamar hotel terbanyak yang disediakan di Klaten adalah kelas 
Melati III dengan tarif Rp.25.000,-sampai dengan Rp.75.000,-. Untuk 
menghitung Potensi Pajak Hotel dari tahun 2003-2008 maka menggunakan  
formula (3.1) dan (3.2) diatas yang hasilnya  rata-rata Potensi Pajak Hotel tahun 
2003-2008 sebesar Rp.250.514.310, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di 
lampiran 1 
Prosentase perbandingan realisasi dengan potensi Pajak Hotel dapat 
dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini. 
Tabel 4.9 Perbandingan Realisasi dengan Potensi Pajak Hotel Kab. 
Klaten  Tahun 2003-2008 
 








(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2003 57.733.350,- 202.715.056,- 28,48 
2 2004 81.350.100,- 233.203.483,- 34,88 
3 2005 97.400.548,- 282.902.070,- 34,43 
4 2006 69.297.405,- 208.876.929,- 33,17 
5 2007 111.449.235,- 285.579.183,- 39,02 
6 2008 127.591.750,- 289.809.142,- 44,03 
 Rata-rata 90.803.731 250.514.310,- 36,27 
  
Sumber : Data dari DPPKAD, beberapa terbitan  (diolah) 
 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa perbandingan rata-rata realisasi Pajak 
Hotel tahun 2003-2008 dengan potensinya sebesar 36,27%. Rasio tertinggi 
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perbandingan antara realisasi dengan potensi Pajak Hotel di Kabupaten Klaten 
terjadi pada tahun 2008 sebesar 44,03%, artinya realisasi pajak hotel hanya 
44,03% dibandingkan dengan potensi yang yang bisa digali. Untuk tahun 2007 
realisasi sebesar 39,02% dari potensi, tahun 2004 realisasi sebesar 34,88% dari 
potensinya, tahun 2005 sebesar 34,43% dari potensinya, tahun 2006 realisasi 
sebesar 33,17 dari potensinya dan yang terkecil tahun 2003 sebesar 28,48% 
dari potensinya. 
   
Gambar 4.3  Realisasi dan Potensi Pajak Hotel Kab. Klaten 2003-2008 
 Sumber : diolah dari Tabel 4.9 
   Hasil realisasi Pajak Hotel Kabupaten Klaten yang baru mencapai 36,27% dari 
potensi masih kalah bila dibandingkan kabupaten/kota lain seperti Kota Bukittinggi 
sudah mencapai 61,30%, Kabupaten Magelang mencapai 47,88% dan Kota Maaram 




2. Analisis Upaya Pajak (Tax Effort) 
  Bidang perhotelan termasuk sektor pembentuk PDRB sehingga jika PDRB 
meningkat berarti kegiatan jasa perhotelan juga meningkat sehingga Pajak Hotel juga 
meningkat. Apabila PDRB meningkat namun Pajak Hotel menurun berarti ada yang 
salah dengan sistem pemungutannya. Untuk menghitung upaya pajak ini digunakan 
formula (3.3) di atas. Semakin besar hasil perhitungannya maka semakin besar 
keterkaitannya dengan perkembangan perekonomian daerah. Untuk melihat upaya 
Pajak kabupaten Klaten dapat dilihat di tabel berikut 
Tabel 4.10 Upaya Pajak (Tax Effort) Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Klaten 
tahun 2003-2008 
 









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. 2003 4.290.006,98,- - 57.733.350,- - 0,00134 
2. 2004 4.706.368,97,- 9,71 81.350.100,- 40,91 0,00172 
3. 2005 6.520.828,29,- 38,55 97.400.548,- 19,73 0,00149 
4. 2006 7.504.499,43,- 15,08 69.297.405,- (28,85) 0,00092 
5. 2007 8.349.253,36,- 11,26 111.449.235,- 60,83 0,00133 
6. 2008 9.491.601,49,- 13,68 127.591.750,- 14,48 0,00134 
 Rata-
rata 
6.810.417,50,- 17,66 90.803.731 21,42 0,00136 
 
 
Sumber : Data dari BPS dan DPPKAD (yang diolah) 
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan 
Pajak Hotel sebesar 21,42% lebih tinggi dibanding dengan rata-rata PDRB sebesar 
17,66%. Di sisi lain Upaya Pajak (Tax Effort) di Kabupaten Klaten kecil sekali dan 
mempunyai kecenderungan menurun setiap tahun. Upaya pajak pada tahun 2003 
sebesar 0,00134 persen meningkat menjadi 0,00172 persen pada tahun 2004, yang 
kemudian menurun menjadi 0,00149 persen pada tahun 2005, mencapai penurunan 
terendah pada tahun 2006 sebesar 0,00092 persen yang akhirnya meningkat lagi 
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pada tahun 2007 sebesar 0,00133 persen dan tahun 2008 sebesar 0,00134 persen 
sedang rata-rata Upaya Pajak tahun 2003-2008 sebesar 0,00136 persen per tahun. 
Upaya Pajak diatas  memperlihatkan PDRB yang terus meningkat namun tidak 
diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan pajak yang terus meningkat pula artinya 
sistem pemungutan pajak di Kabupaten Klaten belum berjalan dengan baik. 
3. Analisis Efisiensi (Efficiency) 
  Penentuan biaya operasional sulit dilakukan karena biaya operasional yang 
dikeluarkan oleh DPPKAD tidak hanya dikeluarkan untuk memungut pajak  hotel 
saja tapi juga untuk memungut pajak lainnya atau yang dikeluarkan bersifat joint 
cost sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan biaya operasional dihitung 
berdasarkan biaya yang benar-benar dikeluarkan yang berkaitan dengan pemungutan 
Pajak Hotel yaitu biaya cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Hotel 
dan biaya transport penyampaian SKPD yang besarnya tiap tahun mengalami 
penyesuaian. Untuk mendapatkan biaya pemungutan pajak hotel maka dapat dilihat 
pada Tabel 4.11 berikut. 
Tabel 4.11 Biaya Operasional pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Klaten 
tahun 2003-2008 
No Tahun Anggaran Realisasi Pajak Hotel (Rp) Upah pungut (5%) 
(1) (2) (3) (4) 
1. 2003 57.733.350,- 2.886.668,- 
2. 2004 81.350.100,- 4.067.505,- 
3. 2005 97.400.548,- 4.870.027,- 
4. 2006 69.297.405,- 3.464.870,- 
5. 2007 111.449.235,- 5.572.462,- 
6. 2008 127.591.750,- 6.379.588,- 
 Rata-rata 90.803.731,-         4.540.187,- 
 
Sumber Data dari DPPKAD, beberapa terbitan  (diolah) 
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Upah pungut Pajak Hotel bervariasi setiap tahunnya ditentukan berdasarkan 
realisasi penerimaan Pajak Hotel.  Rata-rata upah pungut antara tahun 2003-2008 
sebesar Rp.4.540.187,-. Biaya cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah per tahun dihitung 
dengan mengalikan jumlah hotel, biaya cetak per SKPD dengan jumlah bulan. Biaya 
cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah Untuk tahun 2003 dan 2004 adalah Rp.1.500,-
/SKPD,  tahun 2005 sebesar Rp.2000,-/SKPD, tahun 2006 sebesar Rp.2.500,-/SKPD  
tahun 2007 sebesar Rp.3000,-/SKPD dan tahun 2008 sebesar Rp.3.500,-/SKPD. 
Sedang biaya transport penyampaian SKPD per tahun dihitung dengan mengalikan 
jumlah hotel, biaya transport per SKPD dengan jumlah bulan. Biaya transport 
penyampaian SKPD untuk 2003-2004 sebesar Rp.2.500,-/SKPD, tahun 2005-2006 
sebesar Rp.3.000,-/SKPD, tahun 2007 sebesar Rp.3.500/SKPD dan tahun 2008 
sebesar Rp. 4.000,-/SKPD. Biaya pemungutan Pajak Daerah yang lebih lengkap 
dapat di lihat di Tabel 4.12 berikut. 
Tabel 4.12 Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kab. Klaten 2003-2008 
 
No Tahun Upah pungut 
(Rp) 
Biaya Operasional (Rp) 
Jumlah Biaya 




(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. 2003 2.886.668 612.000 1.020.000 4.518.668 
2. 2004 4.067.505 630.000 1.050.000 5.747.505 
3. 2005 4.870.027 864.000 1.296.000 7.030.027 
4. 2006 3.464.870 1.110.000 1.332.000 5.906.870 
5. 2007 5.572.462 1.368.000 1.596.000 8.536.462 
6. 2008 6.379.588 1.638.000 1.872.000 9.889.588 
 Rata-rata 4.540.187 1.037.000 1.361.000 6.938.187 
 
Sumber : Data dari DPPKAD, beberapa terbitan  (diolah) 
lxxvii 
 
  Tabel 4.12 menunjukkan bahwa biaya pemungutan Pajak Hotel  terus 
meningkat  dari tahun 2003  sampai dengan  tahun 2008  sesuai dengan realisasi 
penerimaan Pajak Hotel kecuali tahun 2006. Rata rata upah pungut tahun 2003-2008 
sebesar Rp.4.540.187,- rata-rata biaya cetak SKPD tahun 2003-2008 sebesar 
Rp.1.037.000,- sedang rata-rata untuk biaya transport penyampaian SKPD sebesar Rp. 
1.361.000,- sehingga rata-rata biaya pemungutan pajak daerah sebesar Rp.6.938.187,- 
  Efisiensi pemungutan Pajak Hotel dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
(3.4) di atas. Rasio Efisiensi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Klaten tahun 
2003-2008 dapat  ditunjukan pada tabel 4.13 berikut : 
Tabel 4.13 Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel Kab.  Klaten 2003-2008 
 









(1) (2) (3) (4) (5) 
1. 2003 57.733.350,- 4.518.668,- 7,83 
2. 2004 81.350.100,- 5.747.505,- 7,06 
3. 2005 97.400.548,- 7.030.027,- 7,22 
4. 2006 69.297.405,- 5.906.870,- 8,52 
5. 2007 111.449.235,- 8.536.462,- 7,66 
6. 2008 127.591.750,- 9.889.588,- 7,75 
 Rata-rata 90.803.731,- 6.938.187,- 7,67 
 
Sumber : Data dari DPPKAD, beberapa terbitan  (diolah) 
 Tabel 4.13 menunjukkan bahwa rasio Efisiensi pemungutan Pajak Hotel di 
Kabupaten Klaten berfluktuasi/naik turun  setiap tahun. Rasio paling tinggi terjadi 
pada tahun anggaran 2006 sebesar 8,52% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 
2004 sebesar 7,06%. Pada tahun 2003 rasio Efisiensinya sebesar 7,83% , tahun 2005 
sebesar 7,22%, tahun 2007 sebesar 7,66% dan tahun 2008 sebesar 7,75%. Dengan 
melihat rasio efisiensi tiap tahun kemudian dibandingkan dengan rasio efisiensi tahun 
lxxviii 
 
sebelumnya menunjukan bahwa secara relatif pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten 
Klaten sudah efisien. Dengan rasio efisiensi  rata rata sebesar 7,67% berarti bahwa 
untuk mendapatkan Pajak Hotel sebesar Rp. 100,- diperlukan biaya pemungutan 
sebesar Rp. 7,67,- 
4. Analisis Efektivitas (Effectivity) 
Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai 
tujuan, sehingga efektivitas hanya mengukur dari segi output. Tingkat efektivitas 
Pajak Hotel diukur dengan menggunakan data target, potensi serta realisasi Pajak 
Hotel dengan  rumus (3.4) di atas, sedang efektivitas pemungutan Pajak Hotel tahun 
2003-2008 dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.14 Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Hotel  Kabupaten  
Klaten Tahun 2003 – 2008 
 
No Tahun  Target            (Rp) 




(1) (2) (3) (4) (5) 
1. 2003 57.000.000,- 57.733.350,- 101,3 
2. 2004 65.000.000,- 81.350.100,- 125,2 
3. 2005 125.000.000,- 97.400.548,- 77,9 
4. 2006 100.000.000,- 69.297.405,- 69,3 
5. 2007 100.000.000,- 111.449.235,- 111,4 
6. 2008 100.000.000,- 127.591.750,- 127,6 
 Rata-rata 91.166.667,- 90.803.731,- 99,6 
 
Sumber : DPPKAD Kab. Klaten, Buku Perhitungan APBD beberapa tahun terbitan 
(data diolah) 
 
Tabel 4.14 menunjukkan perhitungan Pajak Hotel Kabupaten Klaten rata-rata 
efektivitasnya adalah 99,6% yang berarti efektif. Dengan menggunakan rumus kedua 
sesuai dengan Tabel 4.9 diatas didapatkan rata rata efektivitas  sebesar 36,27 yang 
berarti sangat tidak efektif. Tingginya pencapaian efektivitas selama periode analisis 
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berdasarkan rumus pertama karena target pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Klaten belum berdasarkan Potensi yang sebenarnya. Apabila didasarkan 
pada potensi yang ada pencapaian realisasi pajak masih jauh dari pencapaian efektif 
apabila menggunakan kriteria pengukuran tingkat efektivitas yang ditetapkan oleh 
Departemen Dalam Negeri. 
5. Analisis Elastisitas   
Analisis Elastisitas merupakan suatu metode untuk mengetahui tingkat 
kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan pajak, jika terjadi perubahan pada faktor 
yang mempengaruhinya. Untuk menghitung tingkat elastisitas tersebut berdasarkan 
data tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan tingkat perubahan 
PDRB per kapita. Adapun rumusnya  dengan formula (5.5) di atas. Hasil analisis 
Elastisitas Pajak Hotel Kabupaten Klaten tahun 2003-2008 dapat di lihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 4.15 Elastisitas Penerimaan Pajak Hotel terhadap PDRB           Per 
Kapita Kab. Klaten 2003-2008 
No Tahun  
PDRB  











(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. 2003 3.365.344,83,-  - 57.733.350,- - - 
2. 2004 3.678.324,96,- 9,30 81.350.100,- 40,91 4,40 
3. 2005 5.078.862,92,- 38,08 97.400.548,- 19,73 0,52 
4. 2006 5.805.021,37,- 14,30 69.297.405,- (28,85) -2,02 
5. 2007 6.444.304,16,- 11,01 111.449.235,- 60,83 5,52 
6. 2008 7.308.450,42,- 13,41 127.591.750,- 14,48 1,08 
 Rata-
rata 
5.280.051,44,- 17,22 90.803.731,- 21,42 1,24 
 





 Tabel 4.15 menunjukkan bahwa Elastisitas PDRB terhadap penerimaan Pajak 
Hotel 2005 lebih kecil dari 1 yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB per 
Kapita kurang peka/inelastis terhadap pertumbuhan Pajak Hotel. Elastisitas PDRB 
terhadap penerimaan Pajak Hotel tahun 2006 sebesar -2,02 berarti pertumbuhan 
PDRB per Kapita sebesar 1% justru diikuti kontraksi penerimaan  Pajak Hotel yang 
minus (-) 2,02%. Elastisitas PDRB terhadap penerimaan Pajak Hotel tahun 2004, 
2007 dan tahun 2008 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1 masing masing 
sebesar 4,40, 5,52, dan 1,08 yang berarti bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB per 
Kapita terhadap pertumbuhan Pajak Hotel adalah Elastis. Jika dihitung dengan rata 
rata maka besarnya angka Elastisitasnya yang diperoleh adalah 1,24, artinya selama 6 
tahun apabila PDRB perkapita naik sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan Pajak 
Hotel sebesar 1,24 % atau bisa dikatakan elastis. 
6. Analisis Tren  
  Kecenderungan penerimaan Pajak Hotel di tahun-tahun mendatang dapat 
dilihat dengan menggunakan metode estimasi yang salah satunya adalah Metode 
Kuadrat Terkecil (Least Square) dengan rumus : 
 Y*= a+bT 
Adapun  data tahun 2006 bukan merupakan data normal karena adanya  gempa bumi  
di Kabupaten Klaten, maka perlu perlu adanya interpolasi data agar hasil yang 
didapatkan tidak menyesatkan.  




Tabel 4.16 Analisis Tren dengan Metode Kuadrat Terkecil 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
2003 -7 57.733.350 -404.133.450 49 
2004 -3 81.350.100 -244.050.300 9 
2005 -1 97.400.548 -97.400.548 1 
2006 1 104.424.891 104.424.891 1 
2007 3 111.449.235 334.347.705 9 
2008 7 127.591.750 893.142.250 49 
Total 586.330.548 118 
 
   Berdasarkan analisis Tren didapatkan hasil persamaan penerimaan Pajak Hotel 
sebagai berikut : 
Y* = 96.658.312,33 + 4.968.902,95 T 
 
 Hasil perhitungan analisis Tren Pajak Hotel Kabupaten Klaten tahun 2009-2015 dapat 
dilihat di Tabel 4.17 berikut. 





Estimasi Pajak Hotel 
 
(1) (2) (3) 
1 2009 141.378.438,88 
2 2010 151.316.244,78 
3 2011 161.254.050,68 
4 2012 171.191.856,58 
5 2013 181.129.662,48 
6 2014 191.067.468,38 




Untuk mengetahui hasil perhitungan secara lengkap Tren Pajak Hotel 
Kabupaten Klaten tahun 2009-2015 dapat dilihat di lampiran 2. 
 Persamaan Tren tersebut menunjukkan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya 
penerimaan Pajak Hotel cenderung semakin meningkat ini ditandai dengan slope 


















KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
        Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pajak Daerah 
 Pajak Daerah Kabupaten Klaten dalam periode pengamatan tahun 2003-2008 
cenderung meningkat dan hanya tahun 2005 saja yang mengalami penurunan. Rata-
rata Pajak Daerah tahun 2003-2008 sebesar Rp. 12.391.259.502,-. Pajak Daerah 
tertinggi dalam periode pengamatan tejadi tahun 2008 dengan jumlah pajak sebesar 
Rp. 18.027.307.132,-  dengan rincian kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum 
(PPJU) sebesar 82,1%, Pajak Reklame sebesar 6,24% dan Pajak Hotel sebesar 
0,70% dan yang terendah Pajak Parkir sebesar 0,51%. Jadi kontribusi Pajak Hotel 
terhadap Pajak Daerah masih kecil. Pertumbuhan Pajak Daerah rata-rata sekitar 
16,71% per tahun.  
2. Analisis Pajak Hotel 
a. Potensi 
 Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Klaten ternyata jauh lebih besar 
dibanding dengan realisasi maupun target yang ditetapkan. Rata-rata Potensi 
Pajak Hotel Kabupaten Klaten tahun 2003-2008 sebesar Rp.250.514.310,- jika 
dibandingkan dengan penetapan target penerimaan pajak tahun 2003-2008 yang 
rata-rata sebesar Rp.91.166.667,- ternyata potensi pajak lebih tinggi dari 
targetnya. Hasil ini menunjukkan bahwa penetapan target Pajak Hotel masih 
menggunakan metode incremental yaitu penetapan target berpatokan pada 
realisasi sebelumnya dengan menambahkan persentase tertentu pada tahun 
berikutnya. Hasil realisasi Pajak Hotel Kabupaten Klaten yang baru mencapai 
36,27% dari potensi masih kalah bila dibandingkan kabupaten/kota lain seperti 
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Kota Bukittinggi sudah mencapai 61,30%, Kabupaten Magelang mencapai 
47,88% dan Kota Maaram mencapai 39,14% dari potensi. 
b. Upaya Pajak (Tax Effort)  
  Upaya Pajak selama kurun waktu 2003-2008  rata-rata sebesar  
0,00136 artinya Upaya Pajak masih rendah. Rendahnya Upaya Pajak Hotel di 
Kab. Klaten selama 6 tahun pengamatan menujukkan bahwa Pajak Hotel 
mempunyai pengaruh yang kecil terhadap PDRB, dengan kata lain kegiatan 
yang berkaitan dengan penggunaan hotel di Klaten masih kecil. PDRB yang 
terus meningkat namun tidak diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan pajak 
yang terus meningkat pula artinya sistem pemungutan pajak di Kabupaten 
Klaten belum berjalan dengan baik. 
c. Efisiensi 
Perhitungan tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten 
Klaten selama kurun waktu 2003 sampai dengan 2008 rata - rata 7,67 persen 
per tahun. Dengan rasio efisiensi  rata rata sebesar 7,67% berarti bahwa 
untuk mendapatkan Pajak Hotel sebesar Rp. 100,- diperlukan biaya 
pemungutan sebesar Rp. 7,67,- . Tingkat efisiensi pemungutan pajak dapat 
dikatakan baik. 
d. Efektivitas  
Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 
2003 sampai tahun 2008 berdasarkan perbandingan realisasi Pajak Hotel 
dengan target yang ditetapkan rata-rata sebesar 99,6% yang berarti efektif. 
Efektivitas pemungutan Pajak Hotel jika diukur berdasarkan perbandingan 




e. Elastisitas  
PDRB per Kapita terhadap Pajak Hotel selama kurun waktu 2003 sampai 
dengan tahun 2008 rata-rata sebesar 1,24 pertahun. Rata-rata elastisitas 
sebesar 1,24 per tahun berarti setiap kenaikan PDRB perkapita sebesar 1% 
akan menyebabkan kenaikan Pajak Hotel 1,24% 
f. Analisis tren 
  Hasil  perhitungan Tren Linier dengan menggunakan alat statistik 
diperoleh persamaan : 
Y* = 96.658.312,33 + 4.968.902,95 T 
 
Dimana proyeksi Pajak Hotel untuk tahun 2009 sebesar Rp.141.378.438,- 
dan proyeksi tahun 2015 mencapai Rp.201.005.274,- 
Ini berarti bahwa penerimaan Pajak Hotel mempunyai kecederungan untuk 
meningkat jika dilihat dari arah gerak trend linier yang bernilai positip.  
 
B. Saran 
Dari kesimpulan tersebut maka dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Hotel 
disarankan hal-hal sebagai berikut : 
1. Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Klaten disarankan agar 
menetapkan target penerimaan Pajak Hotel dalam APBD menggunakan angka hasil 
perhitungan potensi dan meninggalkan metode incremental yang hasilnya lebih 
rendah dari yang seharusnya dapat dicapai. 
2. Perlu peningkatan Upaya Pajak dengan cara internal dan eksternal.  Secara internal 
dilakukan dengan melakukan penegakan disiplin dan pengawasan melekat terhadap 
petugas pungut DPPKAD yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan hasil 
pemungutan Pajak Hotel. Insentif perlu ditingkatkan agar petugas pungut lebih giat 
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dalam mencapai target. Secara eksternal dengan  melakukan intensifikasi dan 
ekstensifikasi pemungutan Pajak Hotel. Intensifikasi dilakukan dengan melakukan 
pemeriksaan secara berkala  terhadap kamar hotel yang laku, melakukan sosialisasi 
Pajak Hotel terhadap wajib pajak dan melakukan penagihan pajak terutang secara 
lebih giat.   Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan melakukan pendataan secara 
rutin  untuk menjaring obyek pajak baru yang berupa tambahan kamar maupun 
hotel baru. 
3. Dari hasil perhitungan efisiensi diketahui bahwa tingkat efisiensi pemungutan Pajak 
Hotel rata-rata sebesar 7,67 persen. Nilai ini dapat ditingkatkan dengan cara 
meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan sekaligus mengurangi biaya-biaya yang 
tidak berkaitan dengan pemungutan pajak seperti biaya perjalanan dinas pejabat 
serta biaya makan minum rapat. Untuk mengurangi tingkat kebocoran pajak, Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu bekerja sama dengan 
instansi lain diantaranya dengan Dinas Pariwisata dan Kantor Satpol Pamong Praja 
untuk menindak secara tegas terhadap wajib pajak yang melakukan kolusi dengan 
petugas pungut untuk mengurangi beban pajak, Wajib Pajak Hotel yang lalai 
membayar pajak serta melakukan  pembukuan ganda (double accounting)  atau 
tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. 
4. Dari perhitungan efektivitas berdasarkan rasio realisasi dengan potensi ternyata 
belum optimal. Untuk itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Klaten perlu mengintensifkan penerimaan Pajak Hotel dengan 
cara melakukan uji petik secara berkala di masing-masing obyek Pajak hotel yang 
sudah terdaftar serta melakukan pendataan ulang. 
5. Penerimaan Pajak Hotel elastis terhadap PDRB per kapita, untuk  itu pemerintah 
daerah perlu lebih memacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara melakukan 
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penyederhanaan pemungutan administrasi untuk semua jenis usaha misalnya 
menerapkan pembayaran adminstrasi secara sederhana misalnya lewat bank atau 
pelayanan terpadu. 
6. Perhitungan Trend linier penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Klaten dengan 
menggunakan statistik menunjukkan kecenderungan menjanjikan. Hasil perhitungan 
ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemda untuk terus memacu 
penerimaan daerah yang bersumber dari pajak Hotel. Usaha yang dapat dilakukan 
adalah dengan memperbaiki sarana dan prasarana daerah,  membina daerah-daerah 
tujuan pariwisata, menggerakkan roda ekonomi daerah dengan jalan membuka 
usaha kerajinan tangan yang dapat menampung tenaga kerja, dengan demikian 
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